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GUNAWAN, (B 111 10 043), “Tinjauan Hukum Relevansi Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Terhadap Kebutuhan Daerah  
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan”. Dibimbing oleh Ibu Marwati Riza 
sebagai Pembimbing I dan M. Zulfan Hakim sebagai Pembimbing II. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang 
petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pengelolaan dana alokasi 
khusus di daerah serta relevansi petunjuk teknis dana alokasi khusus 
bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah kabupate/kota di Sulawesi 
Selatan. 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang 
dengan melakukan wawancara langsung dan mengambil data terhadap 
instansi yang terkait di dua daerah tersebut berupa Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, Dinas 
Pendidikan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, Sekolah Menengah 
Atas Negaeri 1 Pinrang, Sekolah Menengah Atas PGRI Pare-Pare, 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pinrang dan Sekolah Menengah 
Kejuruan Amsir 1 Pare-Pare yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang penulis teliti. sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan 
yang timbul. Selain penelitian lapangan, Penulis juga melakukan studi 
kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta mengumpulkan 
informasi dari buku-buku, literatur, undang undang, serta aturan-aturan 
penunjang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni: (1) 
Pengaturan tentang Juknis dari pemerintah pusat terkait pengelolaan DAK 
di daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus. Regulasi ini hanya melibatkan pemerintah 
pusat tanpa adanya peran Pemda, hal ini mengakibatkan adanya 
pandangan Pemda perihal penetapan petunjuk teknis yang bersifat 
sentralistik. (2) Relevansi Juknis penggunaan DAK bidang pendidikan 
terhadap kebutuhan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih 
memiliki beberapa aspek kelemahan, dengan mengambil dua sampel 
lokasi penelitian yakni Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang, hasilnya 
Juknis DAK bidang pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/SDLB, SMA 
dan SMK ternyata kurang relevan dengan kebutuhan daerah. Hal ini 
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Keuangan  Daerah 
RKA-SKPD   : Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
RKP    : Rencana Kerja Pemerintah 
RPJMN  : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
SEB   : Surat Edaran Bersama 
SKPD   : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SKPKD  : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 







A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah 
teritorialnya tersebar di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan potensi 
sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam. 
Keberagaman tersebut merupakan indikator utama dalam membedakan 
bagaimana sistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan berlaku 
dalam tiap-tiap daerah. Dalam hal tata kelola pemerintahan dan 
pembangunan di daerah, Pemerintah Indonesia telah melakukan regulasi 
secara nasional yang telah berdampak sistemik bagi tata kelola 
pemerintahan dan pembangunan khususnya di daerah otonom. Upaya 
transisi dari rezim orde baru ke era reformasi yang didukung melalui 
pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah telah membawa banyak perubahan pada 
sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang 
dilahirkan adalah perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemeritahan 
daerah yang lebih demokratis.    
Paradigma politik ketatanegaraan yang semula cenderung 
bernuansa otoritarian berubah menjadi lebih demokratis. Pola kekuasaan 
eksekutif yang terpusat dan terlalu dominan diakui sebagai pola yang 
kurang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
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merata di tanah air. Menyadari bahwa pemerintahan yang sentralistik 
semakin tidak relevan dengan situasi, kondisi dan perkembangan 
kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya melahirkan tuntutan 
masyarakat dalam melakukan  penolakan atau perlawanan terhadap 
paradigma pembangunan yang bersifat sentralistik yang penuh dengan 
muatan dan ketergantungan pada kas pemerintah pusat yang membuat 
pemerintah dan masyarakat daerah sangat tak berdaya dalam 
pelaksanaanya. Maka dari itu, perubahan kearah demokratisasi dan 
desentralisasi menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. 
Regulasi tentang pemerintahan daerah sendiri telah melewati 
beberapa perubahan yang dimulai sejak kemerdekaan sampai tahun 2005 
(1945-2005), Indonesia kini telah memiliki 8 (delapan) kali perubahan 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Masing-masing peraturan 
tersebut memiliki ciri dan karakteristik tersendiri termasuk pengaturan 
tentang seberapa besar pembagian bobot kekuasaan antara pusat dan 
daerah.1  
Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dirasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan, 
ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.  
Terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
                                                             
     
1
 DR.J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab 
Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 2-3.  
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tentang Pemeritahan Daerah telah memberikan pijakan baru pemerintah 
daerah untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan daerahnya. Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah, memberikan warna tersendiri sebagai sebuah 
produk perundang-undangan di masa yang penuh dengan perubahan. 
Dalam peraturan tersebut ditegaskan tentang makna otonomi daerah, 
seperti Pasal 1 Ayat (5):  
Bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-udangan. 
 
Berlandaskan dasar hukum tersebut pemerintahan daerah dapat 
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, antara 
lain politik luar negeri, pertahanan, yustisi, moneter dan agama.2 Salah 
satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan 
desentralisasi, melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah 
daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan 
tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada 
daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan 
yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. 
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 Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 




Terkait keuangan daerah, dalam Pasal 155 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah telah ditegaskan bahwa:  
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan belanja 
daerah.  
 
Hal ini merupakan umpan balik yang lahir dari kebijakan desentralisasi 
dimana daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya segala 
pembiayaannya dialokasikan dari besaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) yang di rancang setiap periode pertahunnya.  
APBD merupakan anggaran daerah yang bersumber dari 
pendapatan asli daerah yang dalam Pasal 157 Huruf (a), (b) dan (c)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: 
(a) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: 1) 
hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah; 
(b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang 
sah. 
Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah wajib melaksanakan 
upaya pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing dengan tetap 
berlandaskan peraturan perundang-udangan yang berlaku baik itu dari 
pusat maupun produk daerah masing-masing. Walaupun pemerintah 
daerah memiliki sumber anggaran yang berasal dari Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) saat ini, pemerintah pusat tetap memainkan peranan 
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penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
didesentralisasikan ke pemerintah daerah.  
Khususnya dalam hal keuangan, pemerintah pusat bertanggung 
jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu, 
pemerintah pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa 
mekanisme atau yang dikenal sebagai dana perimbangan. Saat ini 
terdapat dua dua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
pedoman pelaksanaan dana perimbangan tersebut, antara lain: Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Dana Perimbangan. Tujuan dari transfer dana tersebut, 
sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal pemerintah pusat 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah antara lain, untuk 
mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar 
daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.3  
Dana perimbangan terbagi atas 3 (tiga) antara lain: Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).4 
Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan yang berlainan satu 
sama lain. Anggaran dana perimbangan tersebut berasal dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimana semua dana 
perimbangan selanjutnya akan disalurkan ke dalam APBD dengan 
                                                             
     
3
 Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Jakarta: 
Rajawali Pers. Hlm. 54. 
     
4
 Ibid, Arifin P. Soeria Atmadja. Hlm. 55   
6 
 
mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu, dalam pengelolaannya untuk mewujudkan upaya check and 
balances pemerintah daerah harus mempertanggung-jawabkannya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk di teruskan ke 
pusat.  
Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah yang 
terhimpun dalam jenis dana perimbangan adalah DAK, adapun tujuan 
utama transfer dana tersebut yakni, untuk membiayai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan wajib atau pilihan daerah dan merupakan 
prioritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya 
kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. 
Pengertian DAK lebih jelas diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: 
Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional. 
 
Pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi 
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan 
prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang 
panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk 
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penyertaan modal atau non fisik.5 Terhadap hal ini, pendapat kontra 
dimunculkan oleh ketua Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia 
(APKASI) Isran Noor mengatakan bahwa: 
Ketentuan bahwa DAK hanya digunakan untuk membiayai kegiatan 
fisik tidak efektif. Karena untuk mencapai program pemerintah juga 
perlu didukung oleh kegiatan non fisik. Misalnya dalam pelayanan 
pendidikan, daerah tidak hanya membutuhkan gedung sekolah atau 
bangku dan meja saja, tetapi juga membutuhkan biaya untuk 
pelatihan bagi guru. Dan begitu juga halnya dibidang lainnya.6  
 
Namun, pada dasarnya DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai 
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan 
perjalanan dinas seperti pelaksanaan penyusunan rencana dan program, 
pelaksanaan tender pengadaan kegiatan fisik, kegiatan penelitian dalam 
rangka mendukung pelaksanaan kegiatan fisik, kegiatan perjalanan 
pegawai daerah dan kegiatan umum lainnya yang sejenis.  
 Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab pemerintah 
daerah, daerah penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam 
APBD-nya sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya.7 
Untuk daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan 
menyediakan dana pendamping yakni daerah yang selisih antara 
                                                             
     
5
 Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Smeru. 2008. Mekanisme dan Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus. Univesitas Griffith. Hlm. 9. 
     
6
 Isran Noor. 2012. Politik Otonomi Daerah: Untuk Penguatan NKRI. Jakarta: Profajar 
Jurnalism. Hlm. 149.  
     
7
 Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 
Tentang Dana Perimbangan. 
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Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau 
negatif.8 
 Di Indonesia kebijakan pengalokasian DAK mulai diimplementa-
sikan sejak tahun 2003. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2003 
tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, 
kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana pemerintah, 
dengan total alokasi sebesar Rp. 2.269 milyar. Dari tahun ke tahun 
pengalokasian DAK mengalami perkembangan yang cukup signifikan, 
baik dari sisi besaran alokasi maupun dari cakupan bidang yang didanai 
dengan DAK, serta jumlah daerah penerima. Pada tahun 2010, jumlah 
alokasi DAK menjadi Rp. 21.133,3 milyar dengan jumlah bidang yang 
menerimanya menjadi 14 bidang. Secara total, dari tahun 2003 hingga 
tahun 2010 jumlah alokasi DAK adalah sebesar Rp.104.940,5 milyar, yang 
dialokasikan ke sejumlah Kabupaten/Kota sebesar Rp.101.825,3 milyar 
dan ke sejumlah provinsi sebesar Rp.3.115,2 milyar.9 
 Bersamaan dengan adanya pemekaran kabupaten/ kota, maka 
jumlah kabupaten maupun kota yang menerima alokasi DAK terus 
meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAPPENAS pada tahun 
2003 hanya terdapat 265 Kabupaten yang menerima alokasi DAK 
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 Pasal 61 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 
Tentang Dana Perimbangan. 
     
9
 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. Analisis Perspektif Dampak 
Dana Alokasi Khusus (White Paper).    
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Kabupaten maka pada tahun 2010 terdapat 398 Kabupaten yang 
menerima alokasi DAK, yang berarti selama kurun waktu tersebut jumlah 
Kabupaten yang menerima alokasi DAK meningkat hampir 50%. Demikian 
juga dengan jumlah Kota yang menerima alokasi DAK, bila pada awalnya 
hanya terdapat 65 Kota yang menerima alokasi DAK, maka pada tahun 
2010 terdapat 93 Kota yang menerima alokasi DAK, yang berarti selama 
kurun waktu antara tahun 2003 hingga 2010 jumlah Kota yang menerima 
alokasi DAK mengalami peningkatan hampir 50%.10 
 Peningkatan jumlah anggaran serta daerah kabupaten/kota tentu 
tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat bagi daerah 
untuk memperoleh transfer DAK. Adapun penentuan daerah tertentu 
tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria 
teknis. Sedangkan besaran alokasi untuk masing-masing daerah 
ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria 
khusus, dan kriteria teknis.11 Indikator penilaian apakah suatu daerah 
berhak menerima dapat DAK ditentukan dari ketiga kriteria tersebut, 
sehingga kemungkinan suatu daerah tidak mendapatkan DAK sangat kecil 
peluangnya.  
 Berdasarkan peraturan tersebut  peningkatan jumlah anggaran 
serta daerah kabupaten/kota bukan hanya terjadi pada tahun 2003-2010, 
akan tetapi peningkatan juga terjadi ditahun 2012-2013. Peraturan Menteri 
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 Ibid, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
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 Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Dana Perimbangan.   
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Keuangan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 
Alokasi Khusus untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 menyatakan bahwa, 
untuk tahun anggaran 2012 total DAK mencapai Rp.26.115.946.0 Triliun 
dengan muatan daerah kabupaten/kota sebanyak 491 wilayah.12 
Sedangkan untuk tahun anggaran 2013 total DAK mencapai Rp. 
29.697.143.0 Triliun dengan muatan daerah kabupaten/kota sebanyak 491 
wilayah selain itu, terdapat DAK tambahan untuk tahun anggaran 2013 
sebanyak Rp. 2 Triliun untuk 183 daerah kabupaten dengan kategori PAD 
rendah dan rendah sekali.13  
 Peningkatan tersebut juga sejalan dengan jumlah bidang yang 
dialokasikan anggarannya dalam penggunaan DAK tentunya. Selanjutnya, 
DAK yang telah ditransfer oleh pusat ke daerah dalam hal ini Kementerian 
Keuangan tidak serta merta langsung dapat digunakan oleh pemerintah 
daerah penerima alokasi DAK. Penggunaan DAK tersebut harus 
menunggu keluarnya Petunjuk Teknis (Juknis) dari kementerian terkait. 
Akan tetapi, pemerintah daerah masih mempunyai ruang yang cukup 
untuk memanfaatkan DAK sesuai dengan kewenangan otonominya.  
Sebagai contoh di bidang pendidikan, pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan sekolah mana saja 
yang mendapat alokasi DAK. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti 
                                                             
     
12
 Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.07/2011 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012. 
     
13
 Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.  
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bahwa pemerintah daerah dapat sepenuhnya menggunakan DAK sesuai 
dengan keinginannya. Selanjutnya, pemerintah pusat melalui  kementerian 
teknisnya akan mengeluarkan penetapan Juknis penggunaan DAK bidang 
pendidikan. Contohnya, pada tahun anggaran 2012 Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menetapkan bahwa sebanyak 80% 
DAK hanya boleh digunakan untuk kegiatan rehabilitasi kelas yang rusak 
dan sebanyak 20% digunakan untuk kegiatan pengadaan peningkatan 
mutu sarana.14  
Perihal Juknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait 
bidang alokasi DAK. Terdapat fakta yang mengejutkan yang dinyatakan 
oleh Lembaga Penelitian SMERU Research Institute. Hal ini berdasarkan  
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa 
kalangan pemerintah kabupaten/kota sampel (Kabupaten Kupang, 
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gorontalo dan Kota Banda Aceh)  
menyatakan bahwa persoalan utama penggunaan DAK antara lain terletak 
pada aspek keseragaman dan kekakuan Juknis sehingga kondisi spesifik 
suatu daerah terabaikan. Akibatnya, daerah tidak bisa menggunakan DAK 
secara maksimal sesuai dengan kepentingannya, bahkan tidak jarang 
justru muncul kondisi kontraproduktif.  
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Lebih lanjut Lembaga Penelitian SMERU Research Institute 
mengemukakan bahwa Juknis yang menyertai alokasi DAK merupakan 
indikasi bahwa pemerintah pusat tidak sepenuhnya menginginkan 
pelaksanaan otonomi daerah secara penuh. Menyikapi pandangan 
semacam ini, kalangan pemerintah pusat umumnya menyatakan bahwa 
pengaturan penggunaan DAK yang ketat merupakan mekanisme  kontrol 
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, selain juga beralasan 
teoritis dan legalitas. Jika penggunaan DAK menjadi diskresi penuh 
pemerintah daerah, pemerintah pusat merasa khawatir bahwa banyak 
daerah akan membelanjakan DAK untuk kepentingan birokrasi, 
sebagaimana halnya yang terjadi pada DAU.  
Selain itu, hasil penelitian Lembaga Penelitian SMERU Research 
Institute mengemukakan bahwa terdapat Juknis yang tidak sesuai dengan 
kondisi daerah. Secara sektoral, juknis sering kali tidak sesuai dengan 
kondisi daerah. Di Kabupaten Kupang, misalnya masih banyak bangunan 
sekolah dalam kondisi rusak sedang dan berat serta masih banyak yang 
kekurangan sarana dan prasarana seperti buku, laboratorium dan lainnya. 
Namun, juknis mengatur bahwa 70% DAK pendidikan harus dipergunakan 
untuk pemeliharaan dan hanya 30%  yang diperbolehkan untuk kegiatan 
peningkatan kondisi sekolah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kebutuhan 
daerah. Fakta lain terjadi di Kota Banda Aceh. Alokasi DAK bidang 
pendidikan hanya diperbolehkan untuk mendanai rehabilitasi gedung 
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Sekolah Dasar, padahal di Kota Banda Aceh, hampir semua Sekolah 
Dasar rusak akibat bencana tsunami. 
Permasalahan lain yang melilit penetapan juknis yakni, lambatnya 
pemerintah pusat dalam menerbitkan juknis penggunaan DAK serta 
terdapat kemungkinan juknis mengalami perubahan (perbaikan). Masalah 
ini setidaknya mengakibatkan dua hal: Pertama, pemerintah daerah tidak 
dapat memulai kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari 
DAK dengan segera dan Kedua, ada kemungkinan bahwa perencanaan 
kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari DAK dan sudah 
tertuang dalam APBD tidak sesuai dengan juknis. Jika hal kedua yang 
terjadi, pemda terpaksa harus mengajukan  permohonan pengecualian 
kepada kementerian teknis terkait, atau pemerintah daerah harus 
menyesuaikan kembali APBD-nya.  
Penyesuaian ini dapat menghabiskan biaya dan waktu yang tidak 
sedikit karena pihak eksekutif harus mempersiapkan perubahannya dan 
kemudian memusyawarahkannya kembali dengan DPRD. Dalam kondisi 
seperti itu, pemerintah daerah umumnya cenderung melakukan 
penyesuaian pada saat membahas APBD-P (Perubahan) yang biasanya 
berlangsung pada Agustus. Sebagai konsekuensinya, waktu pelaksanaan 
kegiatan proyek-proyek yang dananya bersumber dari DAK sangat sempit 
dan dapat berdampak pada mutu yang kurang memadai dan yang 
terparah pemerintah daerah tidak dapat menyerap 100% DAK dari yang 
tersedia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat 
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judul “Tinjauan Hukum Relevansi Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Terhadap Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah pengaturan tentang petunjuk teknis dari pemerintah 
pusat terkait pengelolaan dana alokasi khusus di daerah? 
2. Bagaimanakah relevansi petunjuk teknis penggunaan dana alokasi 
khusus bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah untuk: 
1. Untuk mengetahui pengaturan tentang petunjuk teknis dari 
pemerintah pusat terkait pengelolaan dana alokasi khusus di 
daerah.  
2. Untuk mengetahui relevansi petunjuk teknis penggunaan dana 
alokasi khusus bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah 






  Adapun manfaat yang ingin diberikan melalui penelitian ini adalah: 
1. Manfaat akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi acuan 
mengenai relevansi petunjuk teknis penggunaan dana alokasi 
khusus bidang pendidikan terhadap kebutuhan daerah 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. 
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang 
lebih bernilai untuk para pembuat kebijakan dalam memecahkan 
permasalahan transfer daerah dalam bidang fiskal dan kebijakan 




















A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Urgensi Pemerintah Daerah 
Menurut M. Ryaas Rasyid, kebijakan tentang pemerintahan daerah 
jauh sebelumnya telah terkonsep dalam muatan otonomi menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah yang dipandang sebagai penyebab dari berbagai 
kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan daerah selama lebih 
dari dua dekade terakhir.15  
Kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga menjadi 
penyebab dari lemahnya kemampuan prakarasa dan kreativitas 
pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan 
menjawab berbagai tantangan.16 Semua keputusan pentinga hanya dapat 
ditentukan oleh pemerintahan pusat. Akibatnya, selalu terjadi kelambanan 
dalam merespons dinamika dan permasalahan yang terjadi di daerah. 
Keadaan yang seperti ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam 
proses pembuatan kebijakan publik menjadi lemah.  
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 Ryaas Rasyid. 2007. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI PRESS. 
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  Ibid. Hlm. 6.   
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Pendekatan sentralistik yang menjadi titik berat dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan merupakan konsekuensi dari sistem 
negara kesatuan.17Padahal secara teoritik, dengan kebhinekaan budaya 
masyarakat Indonesia, keanekaragaman kondisi geografis dan 
kesenjangan tingkat kesejahteraan antara satu daerah dengan daerah 
lainnya. Seharusnya konsep negara kesatuan sebagai sebuah komitmen 
politik tidak seharusnya digunakan sebagai jastifikasi bagi pendekatan 
yang seragam dan sentralistik.18 
Kebijakan pemerintah pusat memberikan otonomi daerah yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab kepada derah dapat dipandang sebagai 
langkah yang strategis dalam dua hal. Pertama, Otonomi daerah 
merupakan merupakan jawaban atas permasalahan lokal Bangsa 
Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan dan 
ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup 
masyarakat. Kedua, otonomi daerah merupakan langkah strategis Bangsa 
Indonesia untuk menyongsong era globalisasi, khususnya globalisasi di 
bidang ekonomi, dengan maksud memperkuat basis ekonomi kerakyatan 
di daerah yang pada gilirannya diharapkan mampu menghantarkan 
bangsa ini dalam mewujudkan masyarakat pada kondisi kesejahteraan.19 
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Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi yang baru diperlukan demi 
menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan hal yang 
mutlak untuk dilakukan yang dimana perubahan tersebut tertuang dalam 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
 
2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 
Konsep regulasi tentang pemerintahan daerah merupakan bagian 
dari amanat UUD NRI 1945 yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (5) yang 
berbunyi bahwa: 
(5) Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, 
kecuali  urusan  pemerintahan  yang oleh  undang-undang 
ditentukan  sebagai urusan  Pemerintah Pusat.  
Tujuan utama dari kebijakakan otonomi daerah adalah, pertama 
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam 
menangai urusan domestik, sehingga daerah berkesempatan untuk 
mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan 
mengambil manfaat dari tugas tersebut, sedangkan pemerintah pusat 
diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan 
makro nasional yang bersifat strategis.20 Otonomi daerah memberikan 
pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih dari pemerintah pusat, 
maka daerah akan mengalami proses pembelajaran dan pemberdayaan 
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 Riswandha Imawan. 2005. Desentralisasi. Demokratisasi dan Pembentukan Good 
Governance . Dalam Buku: Syamsuddin Harris. 2007. Desentralisasi dan Otonomi 
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yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan 
terpacu, sehingga kapabilitas dalam mengatasi berbagai masalah domistik 
akan semakin kuat. 
Menurut Ryaas Rasyid, istilah otonomi mempunyai arti kebebasan 
atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu 
diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan 
yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun 
keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan 
antara pusat dan daerah. Artinya, daerah harus dipandang dalam 2 (dua) 
kedudukan, yaitu:  sebagai organ daerah untuk melaksanakan tugas-tugas 
otonomi dan sebagai agen pemerintah pusat untuk menyeleng-garakan 
urusan pusat di daerah.21  
Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu: (a) asas 
desentralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas tugas pemban-
tuan. Selama ini dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah didasarkan kepada tiga asas tersebut.22 Dalam asas desentralisasi 
ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah 
dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, 
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 Ni’matul Huda. 2010. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: 
Rajawali Pers. Hlm. 310.  
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perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan.23 Pada asas dekonsentrasi 
yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur pemerintah 
pusat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah 
dalam arti bahwa kebijakan, perencanaan, dan biaya menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat di daerah 
bertugas melaksanakan.24 Sementara asas pembantuan berarti 
keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah 
pusat di daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah daerah 
memperoleh tugas dan kewenangan untuk membantu melaksanakan 
urusan-urusan pemerintah pusat.25 
Menurut Ryaas Rasyid, desentralisasi saat ini telah menjadi asas 
penyelenggaraan pemerintahan yang diterima secara universal dengan 
berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara.26 Hal ini sesuai dengan 
fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan 
secara sentralisasi, mengingat kondisi geografis, kompleksitas 
perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya 
lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 
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Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. Secara umum 
tujuan tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu 
pertama peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural) 
dan kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan 
pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi).  
Definisi desentralisasi menurut para pakar memiliki redaksi yang 
berbeda, Akan tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. 
Misalnya, Joeinarto menyebut bahwa desentralisasi adalah memberikan 
wewenang dari negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Sedangkan Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah 
pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam 
masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya.27 
Sementara Irawan Soejito mengartikan desentralisasi sebagai pelimpahan 
kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.28  
Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan 
rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari 
rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan 
adanya desentralisasi maka lahirlah otonomi bagi suatu pemerintahan 
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daerah. Desentralisasi menghasilkan pemerintah lokal, adanya pembagian 
kewenangan serta terjadinya ruang gerak yang ditandai untuk memaknai 
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah yang diturunkan 
berdasarkan hierarki.29  
Kebijakan desentralisasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang dicanangkan 1 Januari 2001. Kebijakan ini tentunya tidak terlepas 
dari rangkaian seluruh proses perjalanan sistem pemerintahan Indonesia 
yang secara formal dituangkan dalam peraturan perundan-undangan 
sejak tahun 1903, 1945, 1948, 1957, 1959, 1965, 1974, 1999 dan 
kemudian direvisi lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.30  
 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004  Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 5  memberikan 
definisi otonomi daerah yang berbunyi: 
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
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Mengacu pada definisi normatif dalam peraturan tersebut, maka unsur 
otonomi daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom. 
Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.31 Di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan Daerah 
yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah 
yang dijabarkan pada  Pasal 21 yang berbunyi:  
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1. 
Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2. Memilih 
pimpinan daerah; 3. Mengelola aparatur daera;. 4. Mengelola 
kekayaan daerah; 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 6. 
Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang berada di daerah; 7. Mendapatkan 
sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 8. Mendapatkan hak 
lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka 
daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat berhak mengurus urusan 
pemerintahanya. 32 Urusan pemerintahan yang tertulis pada Pasal 12 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah memberikan panduan, yaitu:  
                                                             
     
31
  Ibid. Hlm. 345.   
     
32
 Pasal 1 Angka 6  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah. 
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(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai 
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 
kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) 
Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai 
dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekon-sentrasikan. 
 
Selanjutnya  urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah di 
daerah otonom didasarkan pada asas desentralisasi yaitu penyerahan 
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.33 Urusan Pemerintahan ini ada yang 
diklasifikasi menjadi urusan wajib dan ada urusan wajib  berskala provinsi 
dan berskala kabupaten, sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: a. 
perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c. penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. d. penyediaan 
sarana dan prasarana umum. e. penanganan bidang kesehatan. f. 
penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial. g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota. 
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota. i. 
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintas kabupaten/kota. j. pengendalian lingkungan hidup. 
k. pelayaran pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. l. 
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. m .pelayanan 
administrasi umum pemerintahan. n. pelayanan administrasi 
penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota. o. 
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat 
dilaksanakan oleh kabupaten/kota. p. urusan wajib lainnya yang 
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”.(2) Urusan 
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pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. 
 
Selanjutnya untuk urusan pemerintahan skala kabupaten terdapat dalam 
Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:  
(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala 
kabupaten/kota meliputi: a. perencanaan dan pengendalian 
pembangunan. b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan 
tata ruang. c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. d. penyediaan sarana dan prasarana umum. e. 
penanganan bidang kesehatan. f. penyelenggaraan pendidikan. g. 
penanggulangan masalah sosial. h. pelayanan bidang 
ketenagakerjaan. i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil 
dan menengah. j. pengendalian lingkungan hidup. k. pelayanan 
pertanahan. l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. m. 
pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. pelayanan 
administrasi penanaman modal. o. penyelenggaraan pelayanan 
dasar lainnya. p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh 
peraturan perundang-undangan.  
 
Untuk melaksanakan kewenangan wajib tersebut, maka daerah 
otonom dalam melaksanakan otonomi daerah pada Pasal 22 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  Tentang 
Pemerintahan Daerah menyatakan:  
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: 
a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 
kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. c. 
mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan 
dan pemerataan. e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. f. 
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. g. menyediakan 
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. mengembangkan 
sistem jaminan sosial. i. menyusun perencanaan dan tata ruang 
daerah. j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah. k. 
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melestarikan lingkungan hidup. l. mengelola administrasi 
kependudukan. m. melestarikan nilai sosial budaya. n. membentuk 
dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan 
kewenangannya o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.  
 
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 
1. Urgensi Hubungan Keuangan dalam Otonomi Daerah 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus 
mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan otonominya. Kapasitas keuangan pemerintah daerah 
akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan 
fungsi-fungsinya seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat 
(public service function), melaksanakan fungsi pembangunan 
(development function) dan perlindungan masyarakat (protective function). 
Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan siklus efek 
negatif antara lain rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada 
gilirannya akan mengundang campur tangan pusat atau bahkan dalam 
bentuk ekstrim menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi 
pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas ataupun 
kepada instansi vertikal (unit dekonsentrasi).34  
Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan 
sumber-sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil (buoyancy) dari objek 
tersebut. Tingkat hasil pajak ditentukan oleh  sejauhmana sumber pajak 
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(tax bases) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi 
objek pengeluaran, seperti inflasi, pertambahan penduduk dan 
pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan 
tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.35 Di samping 
itu, sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah akan 
menentukan tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai 
potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi 
ekonomi,sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan 
besaran penduduk.36 
Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, maka 
penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada 
daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan 
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara 
adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah 
daerah.37 Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana 
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti 
dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup 
kepada daerah. Menurut Elmi daerah harus memiliki hak untuk mendapat-
kan sumber keuangan yang antara lain berupa:38  
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a. kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang diserahkan. 
b. kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan 
retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari 
sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana 
perimbangan lainnya. 
c. hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-
sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber 
pembiayaan. 
Dengan demikian, hubungan keuangan pusat daerah menyangkut 
pembagian kekuasaan dalam pemerintahan dan hak mengambil 
keputusan mengenai anggaran pemerintah (bagaimana memperoleh dan 
membelanjakannya). Hubungan keuangan pusat daerah mencerminkan 
tujuan politik yang mendasar sekali karena peranannya dalam 
menentukan bobot kekuasaan yang dijalankan pemerintah daerah dalam 
keseluruhan sistem pemerintahan.39 
Menurut Kuncoro, ada beberapa model hubungan keuangan pusat 
dan daerah yang dapat digunakan, yaitu:40 
a. By Percentage : distribusi penerimaan ke daerah didasarkan pada 
persentase tertentu, seperti ditetapkan pada pajak bumi dan 
bangunan, royalti/license fee di bidang kehutanan dan 
                                                             
     
39
 Ibid. Hlm. 108.  
     
40
 Ahmad Yani. Op.Cit. Hlm. 15. 
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pertambangan diberikan sebagai hasilnya kepada daerah dengan 
berdasarkan persentase tertentu. 
b. By Origin : distribusi penerimaan ke daerah didasarkan 
pada/menurut asal sumber penerimaan. 
c. By Formula : distribusi penerimaan kepada daerah didasarkan 
pada suatu formula tertentu atau mempertimbangkan faktor 
tertentu, seperti : jumlah penduduk, luas wilayah, panjang jalan 
yang harus dipelihara daerah dan lainnya. 
Penyesuaian model hubungan keuangan pusat dan daerah dapat di 











Bagan 2.1: Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah.41 
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 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. Analisis Perspektif Dampak 




Bagan 2.2 Transfer Fiskal Pusat ke Daerah 
2. Dana Perimbangan Sebagai Kebijakan Desentralisasi Fiskal 
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.42 Menurut Budi Santoso 
(Direktur Otonomi Daerah BAPPENAS) dana perimbangan selain 
dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, 
juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan 
pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi 
kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.43 
 
                                                             
     
42
 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan.  
     
43
 BAPPENAS. Op.Cit. 
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Pengaturan dana perimbangan saat ini diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.   
Jenis dana perimbangan yang disebutkan dalam Pasal 159 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil, (b) Dana Alokasi 
Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan 
yang berbeda apabila ditinjau dari definisinya, antara lain:44 
a. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pajak dan 
sumber daya alam yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan 
angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 
b. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi. 
c. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu 
                                                             
     
44




dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 
Menurut Ateng Syafruddin terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam 
dana perimbangan, antara lain:45 
a. Perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah mencakup 
pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan daerah 
secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan 
memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. 
b. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan 
daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai 
konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah 
daerah. 
c. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas 
penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah 
dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. 
d. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan 
daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka 
pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, 
dan tugas Pembantuan. 
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  Alfitra Salamm. 2003. Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Perimbangan Keuangan 
Pusat-Daerah. Jakarta: LIPI Press. Hlm. 278.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Dana Alokasi Khusus 
1. Tujuan Dana Alokasi Khusus 
Tujuan DAK yang telah diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang berbunyi bahwa:  
(1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 
huruf c dialokasikan dari APBN kepada derah tertentu dalam 
rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk: a. Mendanai  
kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas 
nasional; b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah 
tertentu. 
 
Selain itu, tujuan DAK juga telah di atur lebih lanjut dalam Pasal 39 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang 
berbunyi: 
(1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah; (2) Kegiatan 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi 
yang telah ditetapkan dalam APBN. 
 
Secara teknis, tujuan DAK juga telah diatur dalam Pasal 51 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan yang berbunyi:  
(1) DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 
kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang 
menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (2) yang menjadi urusan daerah; (2) Daerah Tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat 
memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria 




Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari 
Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 
sesuai prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai DAK adalah 
penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat 
serta kegiatan yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah 
dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Adapun kebijakan umum 
pengalokasian DAK adalah sebagai berikut: 
a. mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-
program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan 
sesuai dengan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium 
term expenditure framework) dan penganggaran berbasis kinerja 
(performance based budgeting). 
b. membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan 
relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka 
pemerataan pelayanan dasar dan mendorong pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM). 
c. meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta 
mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang 
ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang efektif, efisien, 
dan tepat waktu. 
d. meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan 
terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi 
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kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-
sumber pendanaan lainnya. 
e. meningkatkan penyediaan data-data teknis yang lebih akurat 
sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka 
meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi kegiatan antar 
Bidang DAK. 
f. mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu 
pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK. 
Terdapat beberapa kalimat yang menekankan arah kebijakan DAK, 
antara lain:  
a. Daerah tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang dapat 
memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria 
khusus, dan kriteria teknis.  
b. Membantu dalam arti bukan penyediaan dana yang utama dan/atau 
bukan menggantikan yang semua sudah ada. Demikian juga hanya 
diberikan kepada daerah/bidang yang menurut kebijakannnya 
harus dibantu. 
c. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan 
kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan 
dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar 
masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk 
pengadaan sarana fisik penunjang.  
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d. Kewenangan daerah bukan kewenangan pusat/ 
Kementerian/lembaga. 
e. Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud 
dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran 
bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya dimuat dalam Nota 
Keuangan dan RAPBN. 
Sebagai bagian dari dana perimbangan, DAK memberikan 
kontribusi yang lebih kecil terhadap keseluruhan dana perimbangan 
daripada DAU dan DBH. Selain proporsinya yang kecil, pengaturannya 
juga tidak serinci pengaturan DAU dan DBH. Dalam Undang-undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah, besaran DAU telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 
penerimaan dalam negeri. Selain itu, dalam undang-undang tersebut 
secara rinci mengatur formula pembagian DBH di antara pemerintah  
pusat dan Pemda.  
Berbeda dengan pengaturan DAU dan DBH, pengaturan DAK 
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah hanya menyebutkan bahwa besaran DAK 
akan ditentukan setiap tahun dalam APBN. Ketiadaan pasal-pasal yang 
mengatur DAK secara ketat menjadikan DAK sebagai komponen dana 
perimbangan yang bersifat fleksibel. Di satu sisi, fleksibilitas DAK dapat 
menjadikannya sebagai instrumen penyelaras dana perimbangan 
antardaerah. Di sisi lain, fleksibilitas ini membuat Pemda tidak bisa 
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mendapatkan kepastian secara dini mengenai besaran dana DAK yang 
akan diterimanya. Selain itu, tidak adanya ketentuan yang mengatur 
jumlah, proporsi, atau persentase DAK dalam APBN juga menimbulkan 
kesan bahwa alokasi DAK dalam APBN hanya bersifat residual.  
Selain dana perimbangan dalam bentuk DAU, DBH, dan DAK, 
selama ini Pemerintah Pusat juga mengalokasikan dana dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan kepada daerah. Baik dana dekonsentrasi maupun 
dana tugas pembantuan merupakan dana APBN, tetapi bukan merupakan 
bagian dari dana perimbangan. Dana dekonsentrasi merupakan bagian 
dari anggaran kementerian/lembaga yang dilimpahkan kepada gubernur 
sebagai representasi Pemerintah Pusat di daerah. Secara teknis, 
pelimpahan dana dekonsentrasi ke daerah dilaksanakan melalui dinas-
dinas di provinsi. 
Berdasarkan tujuan DAK yang terangkum dalam ketiga peraturan 
tersebut, maka unsur-unsur DAK dapat disimpulkan sebagai berikut:46  
a. Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN; 
b. Dialokasikan kepada daerah tertentu;  
c. Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
daerah;  
d. Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus sesuai dengan 
prioritas nasional/fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN;  
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 Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan 
Negara. 2008. Unsur-Unsur Penggunaan Dana Alokasi Khusus. Diakses dari: 
http://sikad.bpk.go.id/or_binbangkum.php. [31 Agustus 2013]. 
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e. DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan oleh daerah 
tertentu;  
f. DAK diperuntukan guna membiayai kegiatan fisik pelayanan 
masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang. 
2. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus 
Asas umum dalam pengelolaan DAK tercantum pada Pasal 3 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah yang menyatakan 
Asas umum pengelolaan keuangan DAK mencakup:  
a. efisiensi;  
b. efektivitas;  
c. ekonomis;  
d. transparansi;  
e. akuntabilitas; 
f. keadilan; 
g. kepatutan;  
h. manfaat. 
Asas tersebut lebih lanjut didefinisikan pada Pasal 4 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, antara lain: 
a. Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan 
pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan 
(input barang dan jasa) terendah. 
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b. Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan 
pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu 
membandingkan antara keluaran dengan hasil. 
c. Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan 
perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. 
d. Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-
luasnya mengenai pengelolaan keuangan DAK. 
e. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e 
merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan keuangan DAK dalam rangka pencapaian tujuan dan 
sasaran DAK yang ditetapkan. 
f. Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan 
keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau 
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan DAK 
yang didasarkan pertimbangan yang obyektif. 
g. Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan 
penjabaran program/kegiatan DAK yang dilaksanakan secara realisitis 
dan proporsional. 
h. Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah 
pelaksanaan program/kegiatan DAK yang sejalan dengan prioritas 
40 
 
nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan 
desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi 
kesejahteraan masyarakat. 
 
3. Perbandingan Dana Alokasi Khusus dengan Dana Perimbangan 
Lainnya 
Sebagai bagian dari dana perimbangan, DAK memberikan 
kontribusi yang lebih kecil terhadap keseluruhan dana perimbangan jika 
dibandingkan dengan DAU dan DBH. Selain proporsinya yang lebih kecil, 
pengaturannya juga tidak serinci pengaturan DAU dan DBH. Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
besaran DAU telah ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan 
dalam negeri neto. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah juga secara rinci mengatur formula pembagian DBH di 
antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.47  
Berbeda dengan pengaturan DAU dan DBH, pengaturan DAK 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
hanya menyebutkan bahwa besaran DAK akan ditentukan setiap tahun 
dalam APBN. Ketiadaan pasal-pasal yang mengatur DAK secara ketat, 
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 Lembaga Penelitian SMERU Research Institute. 2008. Laporan Penelitian: 
Mekanisme dan Penggunaan Dana Aolkasi Khusus. Universitas Griffith. Hlm. 22.  
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menjadikan DAK sebagai komponen dana perimbangan yang bersifat 
fleksibel. Di satu sisi, fleksibilitas DAK dapat menjadikannya sebagai 
instrumen penyelaras dana perimbangan antar daerah. Di sisi lain, 
fleksibilitas ini membuat pemerintah daerah tidak bisa mendapatkan 
kepastian secara dini mengenai besaran dana DAK yang akan 
diterimanya. Selain itu, tidak adanya ketentuan yang mengatur jumlah, 
proporsi, atau persentase DAK dalam APBN juga menimbulkan kesan 
bahwa alokasi DAK dalam APBN hanya bersifat residual.48 
 
4. Program Prioritas Nasional dalam Kebijakan Dana Alokasi Khusus 
Kebijakan DAK dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok besar 
yaitu: (1) penetapan program dan kegiatan, (2) penghitungan alokasi DAK, 
(3) arah kegiatan dan penggunaan DAK dan (4) administrasi pengelolaan 
DAK.49 Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa: 
 (1) program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan; 
(2) Sementara itu, menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus 
yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi 
dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan 
RKP; (3)Selanjutnya, menteri teknis menyampaikan ketetapan 
mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, 
yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan 
perhitungan alokasi DAK. 
 
Secara teknis terurai dalam bagan dibawah ini:  
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Bagan 2.3 Mekanisme Penetapan Program dan Kegiatan DAK.50 
 
Pada Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, mengatur bahwa perhitungan 
alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: 
a. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan 
b. penentuan besaran aloksi DAK masing-masing daerah. 
Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria 
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi 
untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks 
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Ketiga 
kriteria tersebut setiap tahunnya di tentukan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus tiap 
tahun anggarannya. Sebagai contoh pada tahun anggaran 2013, pada 
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 Lembaga Penelitian SMERU Research Institute. Op.Cit. Hlm. 24.   
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Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 
201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:  
(1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan 
perhitungan indeks berdasarkan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, 
dan Kriteria Teknis. (2) Kriteria Umum sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan 
daerah, yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja 
Pegawai Negeri Sipil Daerah. (3) Kriteria Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan otonomi khusus, dan karakteristik daerah. (4) 
Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
memperhatikan: a. Seluruh daerah kabupatenjkota di Provinsi 
Papua dan Provinsi Papua Barat, serta daerah tertinggal 
diprioritaskan. Mendapat alokasi DAK; b. Karakteristik Daerah 
untuk kabupaten kota meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan 
atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah 
rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerahpariwisata; 
dan c. Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah 
tertinggal, daerah pesisir dan atau kepulauan, daerah perbatasan 
dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan 
pangan, dan daerah pariwisata. (5) Kriteria Teknis kegiatan DAK 
per dirumuskan oleh menteri-menteri kepala badanjlembaga 
sebagai berikut: a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan; b. Bidang Kesehatan Menteri 
Kesehatan; Dirumuskan c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur 
Irigasi, Infrastruktur Air Minum, dan Infrastruktur Sanitasi 
dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum; d. Bidang Prasarana 
Pemerintahan Daerah, Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan 
Perbatasan, dan Bidang Transportasi Perdesaan dirumuskan oleh 
Menteri Dalam Negeri; e. Bidang Kelautan dan Perikanan 
dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; f. Bidang 
Pertanian Menteri Pertanian; dirumuskan oleh g. Bidang 
Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup; h. 
Bidang KB dirumuskan oleh Kepala Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional; 1. Dirumuskan J. Bidang Kehutanan 
Menteri Kehutanan; Bidang Sarana dan Prasarana Tertinggal 
dirumuskan oleh Pembangunan Daerah Tertinggal; oleh Daerah 
Menteri k. Bidang Sarana Perdagangan dirumuskan oleh Menteri 
Perdagangan; 1. Bidang Listrik Perdesaan dirumuskan oleh Menteri 
Energi Sumber Daya clan Mineral; m. Bidang Perumahan dan 
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Kawasan Permukiman dirumuskan oleh Menteri Perumahail 
Rakyat; dan n. Bidang Keselamatan Transportasi Darat dirumuskan 
oleh Menteri Perhubungan. 
 
 
5. Pengorganisasian Dana Alokasi Khusus 
Secara umum pengelolaan DAK terdiri dari  dua tahapan yakni, 
tahap perencanaan dan tahap eksekusi. Dalam tahapan perencanaan 
diawali dengan proses pengusulan kegiatan khusus yang sesuai dengan 
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan proses ini dilakukan oleh kementerian teknis terkait yang 
dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan 
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, proses 
penetapan kegiatan khusus yang dalam pasal yang sama menteri teknis 
menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai jenis kegiatan yang 
nantinya akan dibiayai oleh DAK. 
Selanjutnya, dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilanjutkan dengan proses 
perhitungan alokasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan 
memperhatikan beberapa kriteria yakni dalam Pasal 54 dan Pasal 56  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
diatur tiga jenis kriteria antara lain, kriteria umum, kriteria khusus dan 
kriteri teknis. Untuk kriteria umum ditetapkan dengan melihat IFN, kriteria 
khusus sesuai IKW dan kriteria teknis sesuai dengan IT daerah masing-
masing.  Penetapan alokasi sesuai yang sesuai dengan kriteria umum dan 
45 
 
khusus dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan 
masukan dari Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta 
Menteri Teknis. Untuk kriteria teknis disusun oleh menteri teknis untuk 
selanjutnya hasilnya disampaikan ke Menteri Keuangan untuk disetujui.  
Tahapan selanjutnya adalah eksekusi dimana dalam tahapan ini 
terdiri dari beberapa proses, yakni: penetapan alokasi, pemindahbukuan 
dana, penyusunan Juknis, penganggaran di daerah, pelaporan, 
pemantauan dan evaluasi. Pada proses penetapan alokasi yang sesuai 
dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya pada 
proses pemindahbukuan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari BUN ke BUD masing-masing daerah. proses 
selanjutnya adalah penentuan Juknis yang sesuai Pasal 59 Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilakukan 
oleh menteri teknis terkait yang di koordinasikan dengan Menteri Dalam 
Negeri. 
Tahapan selanjutnya adalah penganggaran di daerah terdiri dari 
dua proses yakni alokasi dan penetapan dana pendamping sesuai Pasal 
60 dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan hal ini dilakukan oleh Pemda yang mana nantinya 
akan dimasukkan dalam APBD. Tahapan selanjutnya yakni proses 
pelaporan yang sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 55 
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Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dilakukan oleh kepala daerah 
untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri 
Dalam Negeri. Selain kepala daerah, Menteri Teknis juga harus 
menyerahkan laporannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.  
Tahapan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi yang sesuai 
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan dijelaskan bahwa untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi 
dilakukan oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri 
Keuangan dan menteri teknis. 
6. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
DAK bidang pendidikan merupakan bidang pertama yang 
dicanangkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendanaan dari 
program dana perimbangan yakni DAK. Keberadaan DAK bidang 
pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup terhadap pemerataan 
pembangunan di daerah khususnya dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan. Berdasarkan data dari BAPPENAS yang menyebutkan bahwa 
sekitar 70% infrastruktur sarana dan prasarana bidang pendidikan dari 
seluruh daerah yang tersebar di indonesia masih dalam kondisi yang 
kurang memadai. Indikator tolak ukur dari pernyataan tersebut diperoleh 
dari beberapa poin, antara lain: a) Ruang kelas yang rusak dalam kondisi 
ringan, sedang dan berat, b) Sarana dan Prasarana seperti laboratorium 
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yang kurang memadai sehingga berdampak pada minimnya mutu 
pendidikan. 
Oleh karena itu, dalam merealisasikan pembangunan mutu 
pendidikan yang merata, pemerintah pusat melalui kebijakan DAK telah 
memprioritaskan kebijakan DAK bidang pendidikan sebagai bidang yang 
paling banyak menggunakan alokasi anggaran dengan kebutuhan masing-
masing daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus 
untuk tahun anggaran 2012-2013.  Alokasi anggaran di tahun 2012 dari 
Rp. 26.115. 948.000.000,-  total anggaran yang digunakan untuk DAK 
bidang pendidikan sebesar Rp.10.041.300.000.000,- dan di tahun 2013 
sebesar Rp. 29.697.143.000.000,- digunakan Rp. 10. 090. 774.000.000,-. 
7. Petunjuk Teknis Dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Petunjuk teknis (Juknis) merupakan kolaborasi dari kriteria teknis 
yang lahir dari Peraturan Menteri Keuangan yang berdasarkan hasil dari 
RKP. Juknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan diatur dalam Pasal 59 dan 60 
yang berbunyi bahwa:  
Pasal 59 (1) Berdasarkan penetapan alokasi DAK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58, menteri teknis menyusun Petunjuk 
Teknis Penggunaan DAK; (2) Petunjuk Teknis Penggunaan DAK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri 
Dalam Negeri. Pasal 60 (1) Daerah penerima DAK wajib 
mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD; (2) 
Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK; (3) DAK tidak 
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dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan 
kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. 
 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK per daerah 
ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah APBN ditetapkan. 
Sedangkan Juknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 (dua) 
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 Penjelasan Pasal 58-59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 






A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan populasi daerah 
otonom Provinsi Sulawesi Selatan yang mana provinsi ini memiliki 21 
kabupaten dan 3 Kotamadya dan secara keseluruhan ke-24 daerah 
tersebut mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan. 
Oleh karena itu, penulis hanya akan memilih beberapa sampel berupa 1 
wilayah kabupaten yakni Kabupaten Pinrang dan 1 wilayah kotamadya 
yakni Kota Pare-Pare. Alasan penulis memilih dua daerah tersebut yakni 
dari segi kemajuan pembangunan pendidikan, dua daerah ini memiliki 
perbedaan yang cukup kontras, dimana kondisi pendidikan di kota pare-
pare lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan yang ada di 
kabupaten pinrang.  
Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait Dana Alokasi Khusus 
bidang pendidikan, maka penulis akan melakukan wawancara di 
beberapa instansi yang ada di dua wilayah yang menjadi fokus lokasi 
penelitian. Antara lain:  




2. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Pinrang 
3. Kantor Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare 
4. Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Pinrang 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pare-Pare 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang 
7. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinrang Kabupaten Pinrang 
8. Sekolah Menengah Atas PGRI Kota Pare-Pare 
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pinrang Kabupaten 
Pinrang 
10. Sekolah Menengah Kejuruan Amsir 1 Kota Pare-Pare 
Beberapa instansi diatas merupakan instansi yang mengelola dan 
menggunakan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang ditransfer 
oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian 
berupa: data Rencana Kerja Pembangunan Daerah , data 
penerima, pembagian dan penggunaan dana alokasi khusus 
bidang pendidikan dan data petunjuk teknis dana alokasi khusus 
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bidang pendidikan. Data ini diperoleh  sesuai dengan lokasi 
penelitian. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, 
laporan penelitian, majalah dan situs internet yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data primer yang didapatkan melalui penelitian secara langsung 
di lapangan dengan metode wawancara yang berupa 
pengumpulan data kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah khususnya dalam bidang pendidikan dengan petunjuk 
teknis dana alokasi khusus bidang pendidikan.    
2. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur  (literature 
research), yakni metode untuk mengumpulkan data-data 
sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan 
kuantitatif, yakni dengan menganalisis data-data primer dan data-data 
sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 
ditentukan. Metode ini digunakan untuk menguraikan (1) Pengaturan 
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tentang petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pengelolaan dana 
alokasi khusus di daerah; dan (2) upaya peninjauan relevansi petunjuk 
teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan terhadap 
kebutuhan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dari analisis yang 
dilakukan kemudian akan dibuat kesimpulan dan rekomendasi. 
 
E. Teknik Penulisan 
Hasil analisis data disajikan secara deskriptif dengan menggunakan 
tabel, diagram, gambar dan bagan yang mampu memaparkan, 
menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang relevan dengan 
penelitian ini secara jelas dan terperinci. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: 
1. Bab I: Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, 
rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. 
2. Bab II: Tinjauan pustaka, membahas mengenai konsep dan teori, 
pendapat pakar/ahli dan peraturan perundang-undangan yang 
relevan. 
3. Bab III: Metode penelitian, menguraikan lokasi penelitian, jenis 
dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 
teknik penulisan dan sistematika penulisan. 
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4. Bab  IV: Pembahasan, berisi analisis permasalahan 
berdasarkan landasan teori dan data sekunder yang diuraikan 
secara runtut. 
5. Bab V: Penutup, memaparkan kesimpulan dan rekomendasi yang 

























A. Pengaturan tentang Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat Terkait 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah 
1. Proses Pembentukan Dana Alokasi Khusus 
Sebelum penulis menjelaskan proses pembentukan anggaran DAK, 
sebelumnya akan dipaparkan dasar hukum dari pembentukan DAK, 
hingga saat ini DAK diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: 
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 
e. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman 
Umum Dana Alokasi Khusus; 
f. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah 
g. Peraturan Menteri Teknis/Kepala Lembaga terkait tentang Petunjuk 
Teknis Dana Alokasi Khusus Masing-masing Bidang; 
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h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 
i. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 
No.0239/M.PPN/11/2008, Menteri Keuangan No. SE 1722/MK 
07/2008, dan Menteri Dalam Negeri No. 900/3556/SJ tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi 
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus. 
Berdasarkan regulasi tersebut, dalam proses pembentukan DAK 
secara garis besarnya terdapat tiga tahap antara lain: Pertama, penetuan 
kegiatan/bidang DAK. Kedua, penentuan daerah penerima DAK. Ketiga, 
perhitungan alokasi DAK. Pada tahap yang pertama yakni penentuan 
kegiatan/bidang DAK, secara singkat dalam Pasal 52 dan Pasal 53 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan bahwa program 
yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP) tahun anggaran bersangkutan. Sementara itu, menteri teknis 
mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan 
ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional 
yang sesuai dengan RKP. Untuk selanjutnya, menteri teknis 
menyampaikan ketetapan mengenai kegiatan khusus tersebut kepada 
Menteri Keuangan yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk 




Terkait RKP dalam rangka penyeimbangan, pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah melakukan sinkronisasi RKP Nasional dan RKP 
Daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini 
digunakan untuk menentukan kegiatan/program yang akan dibiayai DAK. 
Daerah dalam melaksanakan pembangunan wajib memperhatikan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), 
untuk tingkat daerah, RPJPD dijadikan pedoman dalam menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 
memperhatikan RPJM Nasional,  selanjutnya RPJMD akan digunakan 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bahan acuan untuk 
Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang selanjutnya Renstra 
SKPD ini akan menjadi pedoman pelaksanaan Renja SKPD. Kemudian, 
tahap akhir dalam penentuan rencana pembangunan yakni dengan 
menjabarkan RPJMD kedalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) yang nantinya akan diserasikan dengan pusat melalui 
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Secara singkat akan 

















Bagan 4.1 Alur Perencanaan Program DAK. 
 
Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.008/2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di Lingkungan 
Kementerian PPN/Bappenas, lebih lanjut secara teknis diatur mengenai 
tata cara/mekanisme penyusunan kebijakan kegiatan/bidang DAK, dalam 
peraturan ini terdapat beberapa stakeholders yang ditunjuk untuk 
berperan dalam  penyusunan kebijakan kegiatan/bidang DAK  antara lain:  
a. Pemerintah daerah 
b. Kementerian/Lembaga 
c. Deputi Sektoral 
d. Deputi Pendanaan 
e. Deputi Ekonomi 
RPJP 
Nasional 
















f. Deputi Regional 
g. Menteri 
Tata cara dan mekanisme penyusunan kriteria bidang/sektor yang dibiayai 
DAK dilakukan melalui tahap: 
a. Pengusulan bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK. 
1) Deputi Sektoral52 rnengusulkan bidang/sektor yang perlu dibiayai 
DAK yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas 
nasional setelah berkoordinasi dengan kementerian/lernbaga 
terkait kepada deputi Regional. 
2) Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan 
dengan memerhatikan kesepakatan prioritas nasional, usulan 
pemerintah daerah, dan usulan kernenterian/lernbaga. 
3) Deputi Regional53 rnengkonsolidasikan usulan bidang/ sektor yang 
perlu dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada angka 1. 
4) Pengusulan bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK dilaksanakan 
pada Minggu Pertama Bulan Januari. 
b. Penetapan bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK. 
1) Rapat Pimpinan (Rapim) menetapkan bidang/sektor yang perlu 
dibiayai DAK. 
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  Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kementerian 
negara perencanaan pernbangunan nasional badan perencanaan pernbangunan 
nasional dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pernbangunan di sektor 
tertentu. 
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  Deputi Regional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kementerian 
negara perencanaan pernbangunan nasional badan perencanaan pernbangunan 
nasional dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pernbangunan di bidang 




2) Rapim sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan 
oleh Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama. 
3) Rapim sebagairnana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada 
Minggu Ketiga Bulan Januari. 
c. Penentuan kriteria khusus atau daerah yang mendapat perhatian 
khusus untuk bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK. 
1) Deputi Regional menentukan kebijakan kriteria khusus atau 
daerah yang mendapat perhatian khusus untuk bidang/sektor 
tertentu yang perlu dibiayai DAK. 
2) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
dilakukan setelah berkonsultasi dengan Deputi Sektoral terkait. 
3) Deputi Sektoral menentukan kebijakan kriteria teknis sesuai 
dengan kegiatan khusus bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK. 
4) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 
angka 3 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu permasalahan 
pernbangunan daerah dan sektor di daerah. 
5) Penentuan kebijakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 
angka 3 dilaksanakan pada rninggu Kedua bulan Februari. 
d. Penghitungan estimasi kebutuhan DAK dan besaran pagu 
bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK. 
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1) Deputi Ekonomi54 menghitung estimasi kebutuhan DAK sesuai 
kemampuan keuangan negara. 
2) Deputi Pendanaan55 rnenghitung estimasi besaran pagu masing-
rnasing bidang/sektor yang perlu dibiayai DAK 
3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 
2 dilakukan dengan memerhatikan Resource Envelope56. 
4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 











                                                             
      
54
  Deputi Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kementerian 
negara perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pernbangunan 
nasional dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pernbangunan di bidang 
ekonomi. 
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 Deputi Pendanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kernenterian 
negara perencanaan pernbangunan nasional badan perencanaan pernbangunan 
nasional dalam perurnusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pernbangunan di bidang 
pendanaan pembangunan. 
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 Resource Envelope adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran untuk 



































































Secara keseluruhan proses penentuan bidang DAK mengacu pada 
dua kriteria yakni, kriteria utama dan kriteria pendukung, kriteria utama 
memuat keterangan bahwa untuk bidang DAK ditentukan dengan 
memperhatikan prioritas nasional yang mana untuk tahun anggaran 2010 
hingga 2014 menggunakan RPJMN 2010-2014 dan RKP, selain itu juga 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Urusan Daerah. Selanjutnya kriteria pendukung memiliki tiga unsur antara 
lain, mendorong percepatan pembangunan daerah, membiayai kebutuhan 
sarana dan prasarana pelayanan dasar dan harus sesuai dengan tema 
RKP 2013 yakni, “Memantapkan ekonomi domestik yang kuat bagi 
peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat serta penguatan daya 
tahan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan”.57 
Implementasi kebijakan DAK yang mulai diterapkan pada tahun 
2003 tiap tahunnya mengalami perubahan yakni pertambahan jumlah 
bidang yang didanai DAK, hingga pada tahun 2010 jumlah bidang yang 
didanai oleh DAK meningkat drastis  jika dibandingkan awal pelaksanaan 
di tahun 2003, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan RKP tiap tahun 
anggaran pembangunan, gambaran ini dapat dilihat melalui diagram 
dibawah ini:  
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 Budhi Santoso, 2012. Arah Kebijakan DAK 2013 dan Hasil Monev. Rapat 
Koordinasi Program/Kegiatan DAK di tingkat Pusat. Direktur Otonomi Daerah Bappenas: 




Diagram 4.1 Perkembangan Bidang DAK 2003-2010.58 
 
Menurut Bapak Suardi Saleh selaku Kepala Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Kabupaten Pinrang. DAK semakin jauh dari 
pencapaian tujuannya untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas 
nasional pada daerah tertentu. Hal ini terjadi bidang yang mendapat 
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 Ibid., Budhi Santoso.   
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alokasi DAK semakin banyak, sehingga tidak menggambarkan prioritas 
nasional apa yang akan dicapai. Pada tahun 2005 terdapat 7 bidang, 
kemudian membengkang menjadi 19 bidang yang mendapat alokasi DAK 
pada tahun 2011. Ini juga menyebabkan alokasi DAK per bidang menjadi 
semakin kecil karena banyaknya bidang yang dialokasikan. 
Dalam beberapa tahun terakhir ini yakni pada tahun 2011 hingga di 
tahun 2013, kegiatan/bidang DAK mengalami penambahan jumlah yang 
didanai oleh DAK. Hingga ditahun 2013 yang dimuat dalam RKP 2013 
terdapat 19 Bidang DAK, antara lain:59 
a. Bidang Pendidikan 
b. Bidang Kesehatan 
c. Bidang Keluarga Berencana 
d. Bidang Infrastruktur Jalan 
e. Bidang Infrastruktur Irigasi 
f. Bidang Infrastruktur Sanitasi 
g. Bidang Infrastruktur Air Minum 
h. Bidang Pertanian 
i. Bidang Kelautan dan Perikanan 
j. Bidang Lingkungan Hidup 
k. Bidang Prasarana Pemerintahan 
l. Bidang Konservasi Sumber Daya Hutan, Tanah dan Air 
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 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2013. 
Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 
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m. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal 
n. Bidang Perdagangan 
o. Bidang Fasilitas Keselamatan Jalan 
p. Bidang Transportasi Perdesaan 
q. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 
r. Bidang Perumahan dan Pemukiman 
s. Bidang Listrik Perdesaan 
Terkait bidang yang didanai oleh DAK sesuai dengan definisi dari 
DAK yakni membiayai pembangunan di daerah sesuai dengan prioritas 
nasional. Dalam 19 bidang tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah 
pusat, hal ini sesuai dengan prioritas nasional yang menjadi patokan 
pemerintah pusat, seperti yang terlihat pada table dibawah ini.  
Tabel. 4.1 Pemetaan Bidang DAK dengan Prioritas Nasional 2013 
No. Prioritas Nasional Bidang DAK 
1 Reformasi Birokrasi dan Tata 
Kelola 
Prasarana Pemerintah Daerah 
2 Pendidikan Pendidikan 
3 Kesehatan Kesehatan, KB, Infrastruktur air 
minum dan sanitasi 
4 Penanggulangan Kemiskinan  
5 Ketahanan Pangan Pertanian, Kelautan dan 
Perikanan, Infrastruktur Irigasi 
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6 Infrastruktur Irigasi, Jalan, Perumahan dan 
Permukiman, Transportasi Desa, 
Keselamatan Transportasi darat 
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha Sarana Perdagangan 
8 Energi Listrik Pedesaan 
9 Lingkungan Hidup dan 
Pengelolaan Bencana 
Kehutanan dan Lingkungan hidup 
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, 
Terluar dan Pasca Konflik 
Infrastruktur Kawasan Perbatasan 
dan Daerah Tertinggal 
11 Kebudayaan, Kreativitas dan 
Inovasi 
- 
Sumber: Data RKP 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.60 
 Kedua, penentuan daerah penerima DAK adapun penentuan 
tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. 
Kriteria umum pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah merumuskan 
berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari 
penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil 
Daerah (PNSD). Dalam bentuk formula, kriteria umum tersebut dapat 
ditunjukkan pada beberapa persamaan dibawah ini: 
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 Direktur Otonomi Daerah. Buku Pedoman Dana Alokasi Khusus 2013: Pengertian, 
Kriteria dan Penyelenggaraannya Oleh Kementerian.  Bappenas: Jakarta.  
Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD -  
Belanja Pegawai Daerah 
Penerimaan Umum = PAD + DAU + (DBH-DBHDR) 




PAD   = Pendapatan Asli Daerah 
APBD  = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
DAU  = Dana Alokasi Umum 
DBH  = Dana Bagi Hasil 
DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi 
PNSD  = Pengawai Negeri Sipil Daerah 
Aturan turunannya, yaitu Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, selanjutnya menerjemahkan 
Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) ke dalam bentuk Indeks Fiskal 
Netto (IFN) dan menetapkan bahwa “daerah yang memenuhi kriteria 
umum merupakan daerah dengan IFN tertentu yang ditentukan setiap 




Dengan adalah Fiskal Netto (FN) rataan. FN sendiri dengan menggunakan 
jeda waktu dua tahun (t-2), dinyatakan sebagai: 
 
 
Dengan nE 1,2,…, N. Dalam praktik kriteria umum ini dispesifikasi lagi 
melalui penetapan IFN<1 sebagai patokan untuk memisahkan daerah 
yang masuk dan tidak masuk dalam kriteria umum.  
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 Selanjutnya, kriteria khusus yang ditetapkan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi 
khusus dan karakteristik daerah. Undang-Undang 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah Pasal 40 Ayat (3) menjelaskan bahwa “kriteria khusus ditetapkan 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik 
daerah”, dan ditambahkan melalui Pasal 56 Ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. “kriteria 
khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan 
dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Kriteria 
khusus yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK memperhatikan: 
Peraturan Perundang-Undangan merupakan daerah khusus; seluruh 
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Daerah 
tertinggal/terpencil; dan karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir 
dan/atau kepulauan kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah 
rawan bencana, daerah masuk dalam kategori ketahananan pangan, dan 
daerah pariwisata. Penyediaan data tentang kekhususan daerah tersebut 
Menteri Keuangan berkoordinasi dengan lembaga terkait. 
Kriteria khusus dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan diformulasikan ke dalam Indeks 
Karakteristik Kewilayahan (IKW) yang sering disebut juga indeks 
kewilayahan. Kecuali, untuk daerah yang telah dispesifikasi oleh undang-
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undang, indeks ini dibuat untuk mengakomodasi karakteristik daerah 
sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 40 Undang-undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Formula 
dasarnya adalah: 
 
Dengan n adalah daerah ke-n dan adalah KW rataan. Sementara 
itu X1, X2,…,Xm adalah dummy karakteristik geografi daerah, seperti 
daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah yang berbatasan dengan 
negara lain, daerah rawan banjir dan longsor, daerah yang masuk dalam 
kategori ketahanan pangan dan pariwisata. Kriteria khusus ini ditetapkan 
setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pembangunan 
nasional pada tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya, untuk 
mengakomodasi daerah yang tidak masuk dalam patokan IFN<1, IKW 
digunakan bersama-sama dengan IFN untuk menghasilkan Indeks Fiskal 
Wilayah (IFW) atau IFW=IFN+IKW, dengan patokan baru IFW>1. 
 
Kriteria terakhir yakni kriteria teknis yang disusun berdasarkan 
indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan 
prasarana dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian 
teknis pelaksanaan kegiatan DAK didaerah. Kriteria teknis tidak banyak 
dijelaskan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Undang-undang 
hanya menyebutkan bahwa kriteria ini ditetapkan oleh kementerian terkait 
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dan PP menyatakan bahwa kementerian teknis menyusun kriteria teknis 
ke dalam indikator-indikator kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada 
Menteri Keuangan. Secara keseluruhan proses seleksi ini dirangkum 








Gambar 4.1 Proses Penetapan Daerah.61 
 Mengenai penetapan formula DAK didalam ketiga kriteria yang ada 
yakni tiga kriteria yakni umum, kriteria khusus dan kriteria teknis ditingkat 
praktik tidak diinterpretasi sebagai instrument penyaringan tiga lapis, tapi 
kriteria-kriteria yang saling menutupi satu sama lain. Dalam hal ini ketiga 
kriteria salah satunya dapat digunakan sebagai indikator penilaian untuk 
menentukan daerah. Setelah melewati salah satu kriteria diantara ketiga 
ketentuan kriteria tersebut, penetapan daerah penerima DAK akan 
disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan oleh Menteri Keuangan 
tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus, 
yang akan ditetapkan setiap tahun anggarannya. Penetapan kebijakan 
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 Gambar didapatkan di Makalah Dirjen Otonomi Daerah Bappenas tentang 
Penegetian, Monitoring dan Evaluasi DAK.  
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terkait kriteria-kriteria yang termuat dalam penentuan daerah penerima 
DAK telah memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan jumlah daerah penerima DAK selama ini, setiap tahunnya 
jumlah daerah yang menerima transfer DAK terus meningkat, peningkatan 
ini terjadi secara signifikan tiap tahunnya, sejak tahun 2003 hingga tahun 
2013 jumlah daerah terus mengalami peningkatan, hal ini berdasarkan 
data yang tertera pada tabel dibawah ini:  








Sumber: Hasil Monev Bappenas tahun 2012. 
Hingga di tahun 2013 jumlah daerah yang menerima DAK 
mencapai 450 kabupaten/kota di Indonesia. Gambaran tersebut dapat 

















Gambar 4.2 Jumlah Kabupaten/Kota Penerima DAK 2013.62 
Menurut Bapak Budhi Santoso selaku Direktur Otonomi Daerah 
Bappenas. Kriteria berjajar yang dipergunakan DAK tidak tepat. DAK 
mempergunakan tiga kriteria yang sifatnya berjajar, kriteria umum, teknis 
dan khusus. Pada akhirnya kriteria yang dipergunakan sebagai saringan 
daerah yang mendapat alokasi ini menjadi saling menegasikan. DAK juga 
dimandatkan pada daerah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk 
mendukung pencapaian prioritas nasional. Namun, karena kriteria 
penetapan daerah menggunakan kriteria berjajar, kriteria umum, kriteria 
khusus dan kriteria teknis serta semakin bertambahnya bidang, otomatis 
hampir semua daerah memperoleh DAK. Sehingga tujuan DAK yang 
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 Gambar diperoleh dari Makalah Dirjen Pendidikan Menegah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan 
Menengah Tahun anggaran 2013.  
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bersfiat khusus pada daerah tertentu yang memiliki kemampuan fiskal 
daerah rendah justru tidak tercapai. Daerah kemampuan fiskal tinggi yang 
seharusnya mampu membiayai prioritas nasional juga memperoleh DAK. 
Dengan kata lain, saringan DAK yang bersifat sejajar tidak efektif 
mencapai tujuan DAK. 
 
Kriteria teknis kerap berubah-ubah. Kriteria teknis merupakan 
kriteria kedua yang dipergunakan untuk menentukan daerah penerima 
alokasi DAK. Kriteria teknis diusulkan oleh kementerian teknis terkait yang 
memperoleh alokasi bidang pada DAK. Sebagai transfer bersyarat atau 
conditional transfer kriteria teknis yang diusulkan oleh Kementerian teknis 
berubah setiap tahun, begitu juga dengan peruntukannya. Penetapan 
kriteria teknis yang disusun oleh Kementerian terkait berbasis input 
indikator, sehingga dalam penyusunan Juknis juga menggunakan input 
kegiatan yang bersifat rigit dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan 
daerah, ini juga menyebabkan rendahnya penyerapan.63 
 
Kriteria DAK kompleks dan rawan bias kepentingan politik. DAK 
menggunakan tiga kriteria dan melibatkan berbagai kementerian teknis 
terkait sebagai penanggungjawabnya. Kriteria yang berjajar dan kriteria 
teknis masing-masing kementerian mempersulit pemahaman mengenai 
penentuan daerah yang memperoleh DAK dan rawan akan adanya 
intervensi politik. Indikator teknis yang digunakan kementerian juga 
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 Yuna Farhan, Dkk. 2013. Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah. 
Seknas Fitra: Jakarta. Hlm. 64.   
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menggunakan banyak indikator yang dapat ditentukan sendiri sesuai 
selera kementerian. Kriteria ini sulit dipahami atau dapat dismulasikan 
oleh daerah mengingat data-data kriteria teknis yang digunakan hanya 
dimiliki oleh kementereian teknis terkait. Sehingga daerah mengalami 
kesulitan untuk memprediksi berapa alokasi DAK yang akan diterima pada 
tahun mendatang. Selain itu juga tidak tersedia mekanisme bagi daerah 
untuk mengkritisi jika DAK yang diperolehnya tidak sesuai kebutuhan atau 
timpang dengan daerah lain.64 
Untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 24 wilayah tingkat II 
kabupaten/kota secara keseluruhan terhitung tiga tahun terakhir 2011-
2013 semua daerah mendapatkan transfer DAK dari pusat yang layak 
melalui seleksi dengan menggunakan salah satu kriteria yang ada. Ke-24 
daerah dan kriteria yang digunakan antara lain:65 
a. Kota Makassar (Kriteria Teknis) 
b. Kota Pare-Pare (Kriteria Teknis) 
c. Kota Palopo (Kriteria Teknis) 
d. Kabupaten Gowa (Kriteria Teknis) 
e. Kabupaten Maros (Kriteria Teknis) 
f. Kabupaten Takalar (Kriteria Teknis) 
g. Kabupaten Jeneponto (Kriteria Umum) 
h. Kabupaten Bantaeng (Kriteria Teknis) 
i. Kabupaten Bulukumba (Kriteria Teknis) 
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j. Kabupaten Sinjai (Kriteria Teknis) 
k. Kabupaten Selayar (Kriteria Umum) 
l. Kabupaten Bone (Kriteria Teknis) 
m. Kabupaten Soppeng (Kriteria Teknis) 
n. Kabupaten Wajo (Kriteria Teknis) 
o. Kabupaten Maros (Kriteria Teknis) 
p. Kabupaten Pangkep (Kriteria Umum) 
q. Kabupaten Barru (Kriteria Teknis) 
r. Kabupaten Pinrang (Kriteria Teknis) 
s. Kabupaten Enrekang (Kriteria Teknis) 
t. Kabupaten Toraja (Kriteria Teknis) 
u. Kabupaten Toraja Utara (Kriteria Umum) 
v. Kabupaten Luwu (Kriteria Teknis) 
w. Kabupaten Luwu Timur (Kriteria Teknis) 
x. Kabupaten Luwu Utara (Kriteria Teknis) 
Kesimpulan dari tahap-tahap penentuan daerah penerima DAK melalui 
seleksi yang manggunakan salah satu dari tiga kriteria yang ada, antara 
lain: 
a. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di bawah rata-
rata nasional. 
b. Daerah yang termasuk otonomi khusus dan daerah tertinggal 
c. Daerah yang memiliki IFW lebih besar dari satu 
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Ketiga, tahap selanjutnya adalah perhitungan besaran DAK 
perdaerah yang selanjutnya ditetapkan oleh suatu peraturan Menteri 
Keuangan paling lambat dua minggu setelah UU APBN disahkan. Pada 
tingkat daerah nilai alokasi ini dicantumkan dalam APBD bersama-sama 
dengan penyertaan dana pendamping 10 persen dari nilai DAK yang 
diterima.  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan tidak terlalu mengatur secara spesifik relasi antara ketiga 
kriteria dan besar alokasi DAK perdaerah. Peraturan Menteri  Keuangan 
sendiri hanya menjelaskan nilai final alokasi DAK menurut daerah dan 
bidang, tanpa penjelasan mengenai relasi teknis tiga kriteria dan 
penetepan nilai DAK. Untuk di tingkat praktiknya hal ini diterangkan di 
dalam Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Konstruksi dasarnya 























Sumber: Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013. 
Di dalam tabel terlihat bahwa DAK dikonstruksi melalui persamaan 
variabel dasar untuk menghasilkan serangkaian indeks dasar menurut 
kriteria-kriteria pokoknya. Tidak kurang dari lima variabel dasar, yakni 
PAD, DAU, DBH, DBHDR, BPD. Dibutuhkan sebelum sampai pada 
penyusunan IFN dalam kriteria umum. Dalam kriteria khusus enam 
variabel yang menjelaskan karakteristik daerah tertinggal, daerah pesisir 
78 
 
dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan 
bencana, daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata diperlukan 
untuk membangun IFW. Dalam kriteria teknis, dibutuhkan variabel-variabel 
dasar sektoral untuk penentuan IFWT. Dalam bidang pendidikan 
dibutuhkan 17 variabel, kesehatan 21 variabel, infrastruktur 24 variabel, 
kelautan dan perikanan diperlukan 23 variabel, pertanian 4 variabel, 
prasaran pemerintahan 4 variabel, keluarga berencana 5 variabel, 
kehutanan 10 variabel, perdagangan 7 variabel, permukiman dan 
perumahan 6 variabel, listrik perdesaan 3 variabel, sarana kawasan 
perbatasan dan transportasi 4 variabel, keselamatan transportasi darat 2 
variabel serta sarana dan prasarana daerah tertinggal 9 variabel.66 
Dengan formula tersebut, hingga tahap penetapan tiga kriteria 
pokok DAK dibutuhkan tidak kurang dari 160 variabel dasar untuk 
menghasilkan indeks-indeks dasar IFN, IKW dan IT. Selain itu, harus 
ditambahkan dengan dua variabel dasar lain yakni Indeks Kemahalan 
Konstruksi (IKK) dan Pagu Anggaran (PA). Untuk sampai pada 
perhitungan alokasi akhir. Terkait besaran alokasi DAK yang ditetapkan 
melalu peraturan Menteri Keuangan. Baesaran tiap tahunnya dipengaruhi 
oleh jumlah bidang yang didanai dan jumlah daerah yang ditetapkan 
sebagai penerima DAK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  
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Sumber: Makalah hasil Monev Dirjen Otonomi Daerah Bappenas tahun 
2013. 
Berdasarkan tabel tersebut, data menunjukan bahwa mulai tahun 
2005 hingga tahun 2012 bidang yang didanai oleh DAK bertambah banyak 
dan juga mempengaruhi besaran alokasi DAK tiap tahunnya. Hingga data 
terakhir pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 menyebutkan bahwa total 
alokasi DAK mencapai angka Rp. 29.697.143.0 (Triliun). Dengan Total 
daerah sebanyak 518 kabupaten/kota. Untuk besaran DAK yang diterima 





2. Penyaluran Dana Alokasi Khusus dari Pusat ke Daerah 
Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan menjelaskan bahwa “ DAK disalurkan dengan cara 
pemidahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas 
Umum Daerah”. Terkait Rekening Kas Umum Negara (RKUN),  dalam 
Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2013 
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke 
Daerah dijelaskan bahwa: 
Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan 
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank 
sentral. 
 
Berdasarkan penjelasan terkait RKUN diatas, maka yang bertugas untuk 
melakukan transfer DAK ke daerah dalam hal ini ke Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara (BUN). Sedangkan untuk RKUD dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dijelaskan bahwa: 
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
 
RKUD yang nantinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam 
suatu daerah akan ditetapkan oleh kepala daerah untuk menerima transfer 




 Dalam proses penyaluran anggaran DAK sesuai dengan ketentuan 
Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2013 
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke 
Daerah dijelaskan bahwa: “Penyaluran secara bertahap sebagaimana 
dimaksud tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus dan tidak melampaui 
tahun anggaran berjalan”. Proses penyaluran anggaran DAK tidak 
dilakukan secara langsung sekaligus namun, sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan pencairan DAK dilakukan dengan beberapa tahap. 
Untuk tahun anggaran 2011-2013 tahapan pencairan DAK tidak 
mengalami perubahan. Setiap tahapnya memiliki persyaratan yang harus 
dipenuhi daerah untuk melanjutkan tahapan pencairan DAK periode 
berikutnya, lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 
Tabel 4.5 Tahapan Penyaluran DAK ke Daerah. 
Tahapan Penyaluran DAK ke Daerah pada Tahun 2011-2013 
Tahap I: 
Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DAK, paling cepat 
dilaksanakan pada bulan Februari, setelah Peraturan Daerah mengenai 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Penyerapan 
Penggunaan DAK tahun anggaran sebelumnya, dan surat pernyataan 







Sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi 
Penyerapan DAK tahap I diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 
Tahap III: 
Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan 
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi 
Penyerapan DAK tahap II diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 
 
Dalam proses penyalurannya terdapat beberapa dokumen yang 
harus dipersiapkan daerah antara lain:67 
a. Pada Tahap I Dokumen yang Disiapkan adalah: 
1) Perda tentang APDB tahun berjalan; 
2) Laporan Penyerapan Penggunaan DAK tahun sebelumnya; 
3) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap III tahun sebelumnya; 
4) Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DAK 
Tahap III tahun sebelumnya; 
5) Surat Pernyataan Dana Pendamping DAK tahun berjalan.  
b. Pada Tahap II Doumen yang Disiapkan adalah: 
                                                             
     
67
 Lihat Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2013 
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah  
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1) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap I tahun berjalan; 
2) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap I tahun berjalan. 
c. Pada Tahap III Dokumen yang Disiapkan adalah: 
1) Laporan Realiasi Penyerapan DAK Tahap II tahun berjalan; 
2) Rekapitulasi SP2D untuk DAK Tahap II tahun berjalan.  
Apabila penyerapan telah mencapai 90 persen laporan realisasi 
penyerapan DAK tahap I atau II dapat dibuat setelah 
penggunaan/penyerapan DAK di daerah > 90 persen dari DAK yang 
diterima Kas Daerah (Kasda). 0 < Sisa DAK di Kasda < 10 persen. 
Laporan realisasi penyerapan DAK tahap I atau II diterima paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. Bila 
melampaui batas waktu tersebut maka DAK tidak dapat dicairkan 
(hangus).  Semua dokumen persyaratan tersebut harus di tanda tangani 
oleh kepala daerah, dengan kertas berkop dan distempel. Dokumen yang 
disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) adalah 
Dokumen yang Asli (tanda tangan dan stempel basah). 
 
 Serangkaian proses penyaluran DAK tersebut ditanggapi oleh 
Muhammad Bahri selaku Kasi Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar 
dan Menengah Pertama, bahwa salah satu hal yang menjadi faktor 
penghambat daerah menyerap 100 persen anggaran DAK adalah 
seringnya terjadi kesalahan-kesalahan dalam mempersiapkan dokumen-
dokumen yang menjadi syarat penyaluran DAK tiap tahapnya , kesalahan 
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yang sering terjadi adalah dokumen yang dipersyaratkan kerap kali 
terlambat diterima oleh DJPK karena dokumen tersebut dikirim melalui 
pos. Kemudian dokumen yang dipersyaratkan sering tidak diterima oleh 
DJPK karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  
 
 Data yang diperoleh penulis dari buku evaluasi DAK Bappenas  
bahwa kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen dengan PMK antara lain 
memuat:  
a. Laporan yang disampaikan bukan laporan asli; 
b. Laporan tidak ditanda tangani oleh kepala daerah; 
c. Berkas laporan tidak lengkap; 
d. Format laporan tidak sesuai PMK; 
e. Laporan salah hitung, jumlah kekanan atau kebawah tidak sama; 
f. Laporan dengan halaman muka tidak sama dengan lampiran; 
g. Terdapat SP2D yang dipertanggungjawabkan dua kali 
h. Sisa pagu dalam salah satu atau beberapa bidang minus 
i. Laporan tidak konsisten dengan laporan sebelumnya 
j. Laporan tidak menyertakan softcopy aplikasi LDT 
k. Laporan melebihi batas penerimaan akhir laporan 
 
3. Penetapan Petunjuk Teknis oleh Pemerintah Pusat 
Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian teknis, terkait 
penentuan Juknis DAK dilakukan dengan cara saling berkoordinasi 
dengan kementerian yang terkait. Alur koordinasi tersebut diatur dalam 
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suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa untuk koordinasi 
penyusunan petunjuk teknis DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus.  
Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 
Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus. Pengaturan mengenai juknis DAK akan dikoordinasikan 
melalui ketentuan tersebut. Adapun tujuan dari koordinasi ini yakni untuk 
sinkronisasi rancangan petunjuk teknis DAK yang telah disusun oleh 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional. 
Adapun tata cara koordinasinya dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi 




Selanjutnya lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 5 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2011 tentang Koordinasi 
Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, yang menyatakan 
bahwa: 
(1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rancangan 
petunjuk teknis DAK dari kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian. 
(2) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam berita acara sinkronisasi. 
(1) Rancangan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
disampaikan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 
undang-undang APBN ditetapkan. 
(2) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sinkronisasi antara Tim Koordinasi dengan 
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 
(3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi: 
a. Ketepatan jadwal penetapan petunjuk teknis; 
b. Kesesuaian penggunaan/pemanfaatan DAK pada masing-masing 
bidang dengan pencapaian prioritas nasional; 
c. Keselarasan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah; dan 
Kesesuaian dengan pengelolaan keuangan daerah. 
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(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar 
penyempurnaan rancangan petunjuk teknis DAK. 
(4) Rancangan petunjuk teknis DAK yang telah disempurnakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri 
teknis/Kepala lembaga pemerintah nonkementerian. 
Untuk mengoptimalkan kinerja fungsi koordinasi penentuan juknis 
DAK, maka melalui Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 
Tahun 2011 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana 
Alokasi Khusus, dibentuklah tim koordinasi, antara lain: 
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis DAK,  
dibentuk Tim Koordinasi. 
(2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada 
 ayat (1), terdiri dari: 
a. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 
b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian 
Keuangan; 
c. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. 
d. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri. 




f. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/Bappenas. 
g. Kepala Subdit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, Direktorat 
Fasilitasi Dana Perimbangan, Ditjen Keuangan Daerah, 
Kementerian Dalam Negeri. 
h. Kasubdit Dana Alokasi Khusus, Ditjen Perimbangan Keuangan, 
Kementerian Keuangan; 
i. Kasubdit Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah, 
Kementerian PPN/Bappenas; 
j. Kasubdit Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, Ditjen 
Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 
k. Kepala Seksi Wilayah I Dana Alokasi Khusus, Subdit Fasilitasi 
Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan, 
Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 
l. Kepala Seksi Wilayah II Dana Alokasi Khusus, Subdit Fasilitasi 
Dana Alokasi Khusus, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan, 
Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. 
Menurut Bapak Asri Mustafa selaku Kepala Bidang Penelitian 
dan Pengembangan Bappenas Kota Pare-Pare, perihal penetapan 
petunjuk teknis selalu terlambat, hal ini tentu mengganggu siklus 
perencanaan penganggaran daerah. Penjelasan Pasal 59 Peraturan 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Marshyan Selaku Kasi Sarana dan Prasarana 
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare.  
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
menyatakan Juknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat 2 
minggu setelah penetapan alokasi DAK. Pada prakteknya banyak 
Juknis yang mengalami keterlambatan dan menyebabkan rendahnya 
penyerapan DAK. Seperti halnya Juknis DAK bidang pendidikan 
menengah dan kejuruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Nasional terlambat dari ketentuan yang seharusnya 
dimana Juknis ini ditetapkan pada Bulan Mei 2013, hal ini tentu 
berindikasi terhadap penggunaan DAK yang tahap  penyaluran I 
dilakukan pada Bulan Februari 2013. Hal ini menyebabkan 
tersendaknya penggunaan DAK yang seharusnya sudah disalurkan 
kepada sekolah penerima DAK di daerah.68   
Lebih lanjut terkait penetapan Juknis seperti yang dijelaskan oleh 
Bapak Kaharuddin Kadir selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Pare-Pare 
setiap tahunnya Juknis baru ditetapkan setelah APBD telah ditetapkan, 
sehingga memunculkan kegiatan yang tidak sesuai yang telah 
ditetapkan dalam APBD dengan kegiatan DAK dalam Juknis, sehingga 
daerah harus menunggu perubahan anggaran untuk merealisasikan 
DAK yakni dengan menyiapkan APBD-P.  
Menurut Bapak Marshyan selaku Kasi Sarana dan Prasarana 
Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota 
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Padahal dalam penetapan juknis seharusnya pusat harus 
memperhatikan kebutuhan daerah, menurut Bapak Muhammad Bahri 
selaku Kasi Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 
Pertama, bahwa pada saat perencanaan juknis, biasanya Kepala SKPD 
yang terkait atau dalam hal ini Dinas Pendidikan diundang oleh 
kementerian teknis untuk membentuk suatu forum yang nantinya daerah 
dapat menyampaikan kebutuhan daerahnya masing-masing. Akan tetapi 
tentu hal ini tidak dapat menjamin bahwa semua daerah akan 
mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan juknis DAK, karena dalam 
penentuannya menggunakan suara terbanyak (mayoritas dan minoritas). 
 
Pare-Pare, Juknis yang diatur oleh pusat bersifat absolut dan sangat 
mengikat, lebih lanjut diterangkan bahwa tidak semua kondisi sekolah di 
tiap daerah sama, mungkin terdapat sekolah yang membutuhkan 
gedung untuk dijadikan ruang kelas baru (RKB) dan ada juga sekolah 
yang hanya membutuhkan rehabilitasi ruang kelas belajar yang rusak 
berat, sedang atau ringan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Marsyhan, 
bahwa hal seperti itu dapat saja terjadi akibat tidak adanya wewenang 
secara langsung oleh daerah dalam menetapkan juknis atau setidaknya 
Pemda diberikan keluasan dalam menggunakan DAK, alasannya 
karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda bukan hanya dari 
segi pembangunan, akan tetapi, terkait pengadaan barang dan jasanya 
saja setiap daerah tentu memiliki harga yang berbeda tingkatannya.  
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 Terdapat beberapa ruang lingkup Juknis DAK bidang pendidikan 
tiap tahunnya dan tiap tahunnya juga mengalami perubahan porsi dan 
jenis kegiatannya, beberapa kegiatan teknis yang diatur dalam Juknis 
DAK bidang Pendidikan antara lain: 
a. Peningkatan sarana, yang terdiri dari: 
1) Pembangunan gedung baru/RKB/perpustakaan/laboratorium 
2) Rehabilitasi ruang kelas berat, sedang dan ringan. 
3) Pengadaan Meubelair 
b. Peningkatan mutu, yang terdiri dari: 
1) Pengadaan alat-alat laboratorium 
2) Pengadaan buku-buku referensi 
Juknis yang diatur oleh kementerian teknis terkait terlalu kompleks 
dan sulit diprediksi oleh Pemda. Di dalam Juknis yang dikeluarkan setiap 
tahunnya memuat beberapa pedoman yang harus diikuti oleh Pemda, 
diantaranya: 
a. Bagian 1 memuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
tentang Petunjuk  Teknis. 
b. Bagian 2 (Lampiran I), terdiri dari: 
1) Pendahuluan; 
2) Kebijakan DAK bidang pendidikan (tahun anggaran terkait); 
3) Perencanaan teknis; 
4) Kriteria sekolah penerima DAK bidang pendidikan; 
5) Penyaluran dan pelaksanaan DAK bidang pendidikan; 
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6) Penggunaan DAK bidang pendidikan; 
7) Acuan penggunaan DAK bidang pendidikan; 
8) Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK dan pemenuhannya; 
9) Tugas dan tanggung jawab; 
10) Pelaporan, pemantauan, evaluasi dan Sanksi; 
11) Ketentuan lain. 
c. Bagian 3 (Lampiran II) memuat ketentuan teknis tiap kegiatan yang 
dibiayai DAK bidang pendidikan mulai dari kriteria sekolah penerima, 
kriteria kegiatan yang dibiayai, jenis dan kualitas barang dan model 
barang dalam bentuk prototype.  
d. Bagian 4 (Lampiran III) memuat format laporan DAK bidang 
pendidikan dengan format kegiatan yang terkait. 
e. Bagian 5 (Lampiran IV) memuat daftar kabupaten/kota penerima DAK 
bidang pendidikan. 
 
4. Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus di Daerah 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di 
Daerah, peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi pemda 
untuk melakukan tahap perencanaan dan penganggaran sebelum DAK 
disalurkan oleh pemerintah pusat. Hal yang pertama yang harus dilakukan 
oleh pemda adalah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana pemda dalam 
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menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan 
menggunakan masukan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun dengan mengacu pada RKP. 
Renja SKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari 
Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program 
dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. RKPD dan Renja SKPD 
sebagaimana dimaksud antara lain memuat prioritas pembangunan dan 
kewajiban daerah, program dan kegiatan beserta capaian sasaran, 
keluaran, hasil dan anggaran. Selanjutnya, kepala daerah menyusun 
Rancangan KUA dan PPAS yang memuat program/kegiatan DAK 
didasarkan atas RKPD dan Renja SKPD dengan berpedoman pada 
petunjuk teknis DAK. 
Terkait penerimaan pagu alokasi DAK, pemda menerima pagu 
alokasi DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan dapat ditampung 
langsung dalam pembahasan RAPBD dengan terlebih dahulu 
mencantumkan klausul dalam kesepakatan KUA dan PPAS. 
Pencantuman klausul sebagaimana dimaksud dimaksudkan untuk 
menyepakati pagu alokasi dan penggunaan DAK dalam rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD serta untuk menjaga konsistensi antara 
materi KUA dan PPAS dengan program dan kegiatan DAK yang 




Tahap selanjutnya yakni Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA), dimana kepala daerah menyampaikan Surat Edaran perihal 
Pedoman Penyusunan RKAPPKD dan RKA-SKPD kepada SKPKD dan 
seluruh SKPD dalam rangka menyusun RKA-PPKD dan RKA-SKPD untuk 
kegiatan DAK masing-masing bidang. Untuk selanjutnya RKA-PPKD dan 
RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD untuk dibahas 
lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan hasilnya 
dijadikan sebagai bahan penyusunan RAPBD. Dalam hal pagu DAK 
diterima setelah kesepakatan KUA dan PPAS yang menggunakan klausul 
sebagaimana dimaksud, penyusunan RKA-PPKD dan RKA-SKPD 
dilakukan sebelum persetujuan bersama antara pemda dan DPRD 
mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 
Tahapan selanjutnya yakni, pembahasan dan penetapan APBD. 
Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan 
antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menyelaraskan rancangan 
APBD dengan KUA dan PPAS. Dalam hal menggunakan pagu definitif 
DAK yang ditetapkan pemerintah, program dan kegiatan DAK langsung 
dibahas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam mekanisme 
pembahasan RAPBD. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan 
DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 30 November. Penetapan 
Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud  dilakukan 
paling lambat tanggal 31 Desember. Kepala Daerah menetapkan 
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya 
setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. 
Selanjutnya,  penyusunan program dan kegiatan DAK mendahului 
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, yang dimana 
penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi 
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dapat dilakukan mendahului 
perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah 
tentang APBD. Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana 
dimaksud  dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang 
bersifat mendesak untuk dilaksanakan. Perubahan peraturan kepala 
daerah tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 
Untuk penganggaran dan pelaksanaan DAK sebagaimana dimaksud 
Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan menyampaikan DPA-SKPD 
untuk disahkan PPKD dan disetujui Sekretaris Daerah. 
Salah satu syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah 
penganggaran dana pendamping bagi daerah penerima DAK.  
Penganggaran dana pendamping dalam APBD wajib dialokasikan 
sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang 
ditetapkan masing-masing daerah. Dana pendamping sebagaimana 
dimaksud dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat fisik. Dalam hal 
daerah memiliki kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan 
menganggarkan dana pendamping sebagaimana dimaksud. 
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 Dalam satu kali penganggaran DAK, pemda harus mempersiapkan 
APBD-P, hal ini diakibatkan adanya keterlambatan penyampaian pagu 
definitf dan juknis DAK setelah KUA dan PPAS ditetapkan serta setelah 
Perda APBD ditetapkan, rangkain proses perencanaan dan penganggaran 












Bagan 4.3 Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran DAK di Daerah 
 
5. Penerimaan Alokasi DAK di Daerah 
 Perihal penerimaan DAK didaerah, alokasi DAK yang telah 
ditransfer secara bertahap oleh Kementerian Keuangan selaku BUN akan 
masuk ke BUD. Perihal untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan 
maka, di BUD terbagi lagi beberapa sub bagian seperti DAK, DAU, DBH 









MEI 2012 JUNI-JULI 2012 
AGT-SEPT 2012 OKT-NOP 2012 DES 2013 
JUKNIS DAK 
JANUARI 2013 JAN-DES 2013 SEP-OKT 2013 
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dan dana transfer lainnya, masing-masing memiliki rekening tersendiri. 
BUD di Kota Pare-Pare berada di Kantor Walikota yakni Bagian Keuangan 
sedangkan di Kabupaten Pinrang juga berada dalam Kantor Bupati di 
Bagian Keuangan. untuk selanjutnya dalam tahap penggunaannya, BUD 
akan menunggu instruksi dari kepala daerah dan SKPD untuk terlebih 
dahulu kepala daerah dan SKPD saling berkoordinasi untuk menentukan 
pihak yang akan menerima bantuan DAK serta menentukan besaran DAK 
bagi penerima DAK, kedua hal ini akan diusulkan oleh SKPD untuk 
disetujui oleh kepala daerah. Apabila telah disetujui maka SKPD akan 
berkoordinasi dengan BUD untuk mencairkan DAK kepada penerima 
dengan beberapa tahapan pencairan. Secara singkat pihak-pihak yang 






Bagan 4.4 Pihak yang terkait penerimaan DAK. 
 Untuk DAK bidang pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan selaku 
SKPD mengusulkan besaran alokasi per sekolah sesuai hasil pemetaan 
kondisi dan kebutuhan. Penetapan besaran alokasi per sekolah 
sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat 

















selaku BUD memindahbukukan DAK dari rekening kas umum daerah ke 
rekening sekolah, setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari 
Kepala Dinas Pendidikan. Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
didasarkan atas: 
a. Kuasa Otorisasi Menteri Pendidikan Nasional; 
b. Pagu alokasi per sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Daerah; 
c. DPA-PPKD Belanja Hibah ke Sekolah; dan 
d. Laporan perkembangan kemajuan fisik dan realisasi keuangan setiap 
tahapan. 
Kepala sekolah selaku penerima hibah bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan dan realisasi keuangan di 
satuan sekolah yang dipimpinnya pelaksanaan program/kegiatan 
sebagaimana dimaksud dilakukan secara swakelola oleh sekolah selaku 
penerima hibah dengan melibatkan komite sekolah. Swakelola 
sebagaimana dimaksud berupa pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 
dan diawasi sendiri oleh sekolah dengan melibatkan komite sekolah, yang 
dapat menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar baik tenaga 
ahli maupun tenaga upah borongan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. Kepala sekolah bertanggungjawab atas 
penggunaan dana hibah dan wajib menyampaikan laporan mengenai 
perkembangan kemajuan dan realisasi fisik dan keuangannya sesuai 
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tahapan kepada bupati/walikota melalui kepala Dinas Pendidikan, dan 














Bagan 4.5 Alur Penerimaan DAK Pendidikan di Daerah. 
 
6. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan 
Setiap tahunnya tugas dan tanggung jawab semua pihak-pihak 
yang terkait dalam pengelolaan DAK bidang pendidikan terlampir dalam 
Juknis DAK bidang pendidikan. Adapun tugas dan wewenang para pihak 
yang terkait antara lain: 












































a. Pemerintah Provinsi 
Mengkoordinasikan sosialisasi pelaksanaan DAK bagi 
kabupaten/kota sebagai tindak lanjut sosialisasi di tingkat pusat dengan 
mengundang narasumber dari institusi yang relevan. Melaksanakan 
supervisi dan monitoring serta penilaian terhadap pelaksanaan DAK di 
kabupaten/kota. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada 
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan (DJMP). 
b. Pemerintah Kabupaten/Kota 
Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-
kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang 
diterimanya, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Menyediakan dana 
biaya umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari total alokasi DAK 
bidang pendidikan untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan 
dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 
diatur dalam Permendagri. Besaran dana biaya umum harus dicantumkan 
dalam Renja-SKPD dan DPA-SKPD. DPA-SKPD memuat rincian kegiatan 
yang akan dibiayai DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan 
serta rencana biaya yang bersumber dari DAK bidang pendidikan dan 
dana pendamping. Menetapkan nama-nama sekolah penerima DAK 
dalam Surat Keputusan bupati/walikota dan salinannya disampaikan 
kepada Direktur Pembinaan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 
setempat. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK 
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bidang pendidikan dengan kepala sekolah penerima DAK Menyalurkan 
dana ke sekolah penerima DAK melalui PPKD. Bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota. 
c. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
Membentuk tim teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan 
kondisi prasarana sekolah dan sarana peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Dinas Pendidikan kabupaten/kota membuat rencana alokasi 
jumlah sekolah yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya 
melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan. Mengusulkan nama-nama sekolah beserta alokasi 
dana bagi calon penerima DAK kepada bupati/walikota, berdasarkan hasil 
pemetaan dan pendataan. Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK 
kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima. Melaksanakan 
monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK. 
d. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 
Dewan Pendidikan kabupaten/kota melakukan tugas dan fungsi 
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam 
konteks program DAK bidang pendidikan, dewan pendidikan 
kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan 
pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam 




e. Kepala Sekolah 
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat 
sekolah. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan DAK bidang 
pendidikan dengan PPKD. Membentuk panitia pelaksana program DAK di 
tingkat sekolahan yang terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah 
dan masyarakat. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya 
secara periodik kepada bupati/walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan. 
f. Komite Sekolah 
Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu: sebagai pemberi 
pertimbangan advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan, sebagai pendukung supporting agency baik yang 
berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan 
pendidikan, sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka 
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan 
dan sebagai mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat. 
Dalam konteks program DAK, Komite sekolah memiliki tugas sebagai 
berikut: Membantu kepala sekolah membentuk panitia pelaksana program 
DAK. Memberi dukungan finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 
pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan. Melakukan pengawasan 




B. Relevansi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Pendidikan terhadap Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 
Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh daerah 
kabupaten / kota di Provinsi Sulawesi Selatan menerima bantuan DAK. 
Akan tetapi, dipilih dua daerah yang menjadi daerah fokus penelitian  
dalam karya ilmiah ini yakni Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang. 
Kedua daerah ini apabila ditinjau dari bidang pendidikannya memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan, dimana Kota Pare-Pare lebih unggul 
karena Kota Pare-Pare ini juga dikenal sebagai “Kota Pendidikan”.69 
Kemudian jika ditinjau dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pare-
Pare memiliki PAD sebesar 60-70 Miliar (IF Tinggi) sedangkan untuk 
Kabupaten Pinrang berkisar 20-30 Miliar (IF Rendah).70 
Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang merupakan dua daerah 
yang dijaring oleh DAK melalui kriteria teknis, hingga dalam tiga tahun 
terakhir ini kedua daerah tersebut terus mendapatkan bantuan DAK, 
utamanya pada bidang pendidikan. Jika dilihat dari jumlah atau besaran 
alokasi DAK dimulai dari tahun 2011-2013 di dua daerah ini, maka 
jumlahnya tidak menentu. Dalam DAK bidang pendidikan hingga di tahun 
2013 mencakup tingkatan SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SMLB  
Untuk tingkatan sekolah menengah dan kejuruan bantuan DAK baru 
                                                             
      
69
 Keterangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Asri Mustafa di 
Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pare-Pare. 
       
70
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pinrang.  
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ditetapkan pada tahun 2013 dan tetap berlanjut ditahun 2014. Berikut 
diagram terkait besaran alokasi DAK bidang pendidikan di Kota Pare-Pare 
dan Kabupaten Pinrang. 
Diagram 4.2 Jumlah Alokasi DAK Bidang Pendidikan Kota Pare-Pare 
2011-2013. 
 
 Diagram diatas memberikan persentase jumlah DAK bidang 
pendidikan pada tiap tingkatannya, untuk Kota Pare-Pare ditahun 2011 
jumlah DAK pendidikan yang ditetapkan sebanyak Rp. 8.115.900.000,- 
dengan rincian SD/SDLB sebanyak Rp. 6.062.900.000,- dan SMP/SMPLB 
sebanyak Rp. 2.053.000.000. Sedangkan untuk ditahun 2012 alokasi DAK 
bidang pendidikan sebanyak Rp. 24.715.140.000,- dengan rincian 
SD/SDLB sebanyak Rp. 22.666.000.000,- dan SMP/SMPLB sebanyak Rp. 
2.049.140.000,- dan terakhir ditahun 2013 alokasi DAK bidang pendidikan 














sebanyak Rp.4.411.370.000,- SMP/SMPLB sebanyak Rp. 2.752.770.000,- 
untuk tingkat SMA sebanyak Rp. 1.384.740.000 dan terakhir tingkat SMK 
sebanyak Rp. 8.864.770.000,-. 
Diagram 4.3 Jumlah Alokasi DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Pinrang 
2011-2013. 
 
Untuk Kabupaten Pinrang, ditahun 2011 jumlah DAK pendidikan 
yang ditetapkan sebanyak Rp. 17.344.900.000,- dengan rincian SD/SDLB 
sebanyak Rp. 13.928.100.000,- dan SMP/SMPLB sebanyak Rp. 
3.416.800.000,-. Sedangkan untuk ditahun 2012 alokasi DAK bidang 
pendidikan sebanyak Rp. 14.814.650.000,- dengan rincian SD/SDLB 
sebanyak Rp. 10.092.590.000,- dan SMP/SMPLB sebanyak Rp. 
4.721.650.000,- dan terakhir ditahun 2013 alokasi DAK bidang pendidikan 

















sebanyak Rp.5.760.370.000,- SMP/SMPLB sebanyak Rp. 8.056.920.000,- 
untuk tingkat SMA sebanyak Rp. 1.990.700.000,- dan terakhir tingkat SMK 
sebanyak Rp. 4.279.950.000,-. 
Terdapat perbandingan yang beragam yang dapat ditemukan jika 
melihat kedua diagram diatas, untuk tingkat SD/SDLB Kota Pare-Pare 
mendapatkan alokasi terbesarnya di tahun 2012, sedangkan untuk tahun 
2011 dan 2013 jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi 
Kabupaten Pinrang yang tingkat SD/SDLB tertinggi ditahun 2011 dan 
masih lebih tinggi di tahun 2013, akan tetapi untuk di tahun 2012 Kota 
Pare-Pare lebih banyak mandapatkan alokasi di tingkat SD/SDLB. 
Kemudian untuk tingkat SMP/SMPLB alokasi Kota Pare-Pare di tahun 
2011 hingga 2013 terus meningkat dengan persentase yang tidak melebihi 
5% dari jumlah sebelumnya, sedangkan untuk Kabupaten Pinrang 
ditingkat SMP/SMPLB juga terus meningkat dengan persentase melebihi 
100% peningkatan dari jumlah sebelumnya.  
Terkait besaran alokasi DAK bidang pendidikan pada tiap 
tingkatannya, menurut Bapak Bahri selaku Kasi Dinas Pendidikan Bidang 
Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Kabupaten Pinrang 
mengatakan bahwa daerah tidak tahu pastinya bagaimana pertimbangan 
pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Nasional dalam menentukan jumlah anggaran tiap tingkatan di bidang 
pendidikan. Akan tetapi, yang daerah pahami bahwa mungkin jumlah ini 
berpengaruh kepada jumlah sekolah yang ada di daerah dan seberapa 
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besar tingkat kerusakan dan kekurangan suatu sekolah. Data yang 
bersumber dari “Kota Pare-Pare Dalam Angka 2013” dan “Kabupaten 
Pinrang Dalam Angka 2013” memperlihatkan bahwa jumlah sekolah di 
Kabupaten Pinrang jauh lebih banyak jika dibandingkan di Kota Pare-
Pare, data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:  




Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 
SD 91 Sekolah 91 Sekolah 91 Sekolah 
SMP 22 Sekolah 22 Sekolah 22 Sekolah 
SMA 8 Sekolah 9 Sekolah 9 Sekolah 
SMK 13 Sekolah 14 Sekolah 14 Sekolah 
Sumber: Buku Kota Pare-Pare Dalam Angka 2013. 
 
 Jumlah sekolah diatas merupakan sebaran dari 4 kecamatan yang 












Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 
SD 320 Sekolah 323 Sekolah 323 Sekolah 
SMP 51 Sekolah 51 Sekolah 52 Sekolah 
SMA 16 Sekolah 16 Sekolah 16 Sekolah 
SMK 18 Sekolah 18 Sekolah 20 Sekolah 
Sumber: Buku Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2013. 
 
 Jumlah sekolah di atas merupakan sebaran dari 12 kecamatan 
yang terdapat di Kabupaten Pinrang antara lain, Kecamatan Suppa, 
Mattiro Sompe, Lanrisang, Mattirobulu, Watang Sawitto, Paleteang, 
Tiroang, Patampanua, Cempa, Duampanua, Batulappa dan Lembang. 
Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan antara jumlah alokasi DAK 
pendidikan dengan jumlah sekolah yang terdapat di Kota Pare-Pare dan 





Diagram 4.4 Perbandingan pada Tingkat SD. 
 Dengan melihat diagram di atas, jumlah keseluruhan DAK 
pendidikan untuk Kota Pare-Pare ditahun 2011-2013 untuk tingkat SD 
adalah sebanyak Rp. 33.140.270.000,- dengan jumlah sekolah higga di 
tahun 2013 sebanyak 91 sekolah. Sedangkan di Kabupaten Pinrang 
sebanyak Rp. 29.721.060.000 dengan jumlah sekolah sebanyak 323 
sekolah di tahun 2013. Apabila melihat jumlah sekolah yang terdapat di 
Kabupaten Pinrang tentu lebih banyak dan empat kali lipat dari jumlah 
sekolah yang ada di Kota Pare-Pare, akan tetapi ternyata yang lebih 
















Diagram 4.5 Perbandingan pada Tingkat SMP. 
 Diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi DAK bidang 
pendidikan yang diterima oleh Kota Pare-Pare dari tahun 2011-2013 lebih 
sedikit apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pinrang yakni, sebanyak 
Rp. 6.854.910.000,- dan untuk Kabupaten Pinrang sebanyak Rp. 
16.195.370.000,- jumlah ini tentu lebih besar dan sesuai dengan jumlah 
sekolah yang ada di Kabupaten Pinrang yakni 52 sekolah jika 
dibandingkan dengan jumlah SMP yang terdapat di Kota Pare-Pare 





Jumlah Alokasi DAK Bidang
Pendidikan Kota Pare-Pare
Jumlah Alokasi DAK Bidang
Pendidikan Kabupaten Pinrang
Jumlah Sekolah di Kota Pare-
Pare





Diagram 4.6 Perbandingan pada Tingkat SMA. 
 
 Diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi DAK 
pendidikan yang diterima oleh Kota Pare-Pare di tahun 2013 lebih sedikit 
apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pinrang, yakni untuk Kota Pare-
Pare sebanyak Rp. 1.384.740.000,- dan Kabupaten Pinrang sebanyak Rp. 
1.990.700.000,-. Jumlah tersebut lebih banyak karena melihat jumlah SMA 
yang terdapat di Kabupaten Pinrang sebanyak 16 sekolah dan lebih 




Jumlah Alokasi DAK Pendidikan
Kota Pare-Pare 2013
Jumlah Alokasi DAK Pendidikan
Kabupaten Pinrang 2013
Jumlah Sekolah di Kota Pare-
Pare





Diagram 4.7 Perbandingan pada Tingkat SMK. 
Diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi DAK 
pendidikan yang diterima Kota Pare-Pare di tahun 2013 lebih besar 
apabila dibandingkan dengan Kabupaten Pinrang, padahal jumlah SMK di 
Kabupaten Pinrang lebih banyak yakni terdapat 20 sekolah dan untuk 
Kota Pare-Pare sebanyak 13 Sekolah. Akan tetapi, jumlah alokasi DAK 
pendidikan di Kota Pare-Pare dua kali lebih besar dari Kabupaten Pinrang 
yakni sebanyak Rp. 8.864.770.000,- dan Kabupaten Pinrang sebanyak 
Rp. 4.279.950.000,-. 
Diagram perbandingan jumlah alokasi DAK bidang pendidikan dan 
jumlah sekolah menunjukkan bahwa pemerintah pusat dalam menentukan 
alokasi DAK tidak berpedoman kepada banyaknya sekolah yang ada 
dalam suatu daerah, karena pada tingkat SD dan SMK jumlah alokasi 
SMK 
Jumlah Alokasi DAK Pendidikan
Kota Pare-Pare 2013
Jumlah Alokasi DAK Pendidikan
Kabupaten Pinrang
Jumlah Sekolah di Kota Pare-
Pare




terbesar didapatkan oleh Kota Pare-Pare dengan jumlah sekolah yang 
lebih sedikit dari Kabupaten Pinrang, bahkan perbedaan jumlahnya 
mencapai dua kali lipatnya, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA 
Kabupaten Pinrang lebih banyak mendapatkan jumlah alokasi DAK 
dibandingkan Kota Pare-Pare, karena dari jumlah sekolah juga Kabupaten 
Pinrang memiliki sekolah lebih banyak.  
 Setelah menganalisis perbandingan DAK pendidikan Kota Pare-
Pare dan Kabupaten Pinrang dengan menggunakan indikator jumlah 
sekolah dengan jumlah alokasi DAK pendidikan yang diterima, maka yang 
memberikan kesimpulan bahwa tidak ada keterkaitan diantara dua hal 
tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan menggunakan indikator 
kondisi pembangunan pendidikan di daerah. Hal ini dapat dilihat dengan 
membandingkan kondisi fisik, sarana dan prasarana serta mutu 
pendidikan yang ada di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.  









75 70 0 245 219 186 
Rehabilitasi RK 43 22 2 287 266 241 
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 Tabel diolah berdasarkan data yang diadapat melalui wawancara dengan pihak 






78 56 14 311 298 299 
Pembangunan 
Ruang Guru 
88 85 84 289 287 257 
Pembangunan 
Perpustakaan 
73 65 41 156 112 110 
Pengadaan 
Buku  
91 91 91 323 323 319 
Pengadaan 
Alat Peraga 
91 90 91 323 311 301 
Pengadaan 
Meubelair 




12 10 11 44 38 44 
Rehabilitasi RK 
Rusak Berat 
17 12 9 36 22 9 
Rehabilitasi RK 
Rusak Sedang 
20 17 15 48 31 45 
Pembangunan 
Ruang Guru 
10 9 9 24 23 19 
Pembangunan 
Perpustakaan 





22 22 22 49 48 48 
Alat 
Laboratorium  
22 22 22 51 34 23 
Alat Peraga 22 22 21 52 40 31 
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IPS, Seni dan 
Penjaskes 
Buku Referensi 22 22 22 52 52 52 
Pengadaan 
Meubelair 
12 10 8 32 28 24 
Pembangunan 
RKB 
- - 7 - - 12 
Rehabilitasi RK 
Rusak Berat 
- - 5 - - 10 
Rehabilitasi RK 
Rusak Sedang 
- - 9 - - 16 
Pembangunan 
Ruang Guru 
- - 4 - - 6 
Pembangunan 
Perpustakaan 
- - 3 - - 10 
Pembangunan 
Laboratorium 




- - 9 - - 16 
Pengadaan 
Buku Referensi 
- - 9 - - 16 
Pengadaan 
Meubelair 
- - 7 - - 10 
Pembangunan 
RKB 
- -- 13 - - 18 
Rehabilitasi RK 
Rusak Berat 
- - 2 - - 0 
Rehabilitasi RK 
Rusak Sedang 
- - 11 - - 20 
      
SMA 





- - 3 - - 12 
Pembangunan 
Perpustakaan 
- - 2 - - 7 
Pembangunan 
Laboratorium 




- - 13 - - 20 
Pengadaan 
Buku Referensi 
- - 13 - - 20 
Pengadaan 
Meubelair 
- - 9 - - 5 
Keterangan: 
Jumlah Sekolah di Kota Pare-Pare: 
a. SD/SDLB: 91 Sekolah 
b. SMP/SMPLB: 22 Sekolah 
c. SMA: 9 Sekolah 
d. SMK: 14 Sekolah 
Jumlah Sekolah di Kabupaten Pinrang 
a. SD/SDLB: 323 Sekolah 
b. SMP/SMPLB: 52 Sekolah 
c. SMA: 16 Sekolah 
d. SMK: 20 Sekolah 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 
sekolah terhadap peningkatan mutu sarana pendidikan masih sangat 
tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan pembangunan prasarana 
pendidikan. Terkait korelasi dengan penentuan besaran alokasi DAK juga 
tidak terlalu sesuai karena jumlah sekolah yang terdapat di Kabupaten 
Pinrang jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan Kota Pare-Pare, 
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akan tetapi, besaran alokasi DAK yang tertinggi untuk tahun anggaran dan 
jenjang tertentu masih didominasi oleh Kota Pare-Pare.  
 Dalam tabel tersebut terdapat beberapa jumlah sekolah (angka) 
yang semakin bertambah dan adapula yang semakin menurun. Hal ini 
tentu erat kaitannya dengan penggunaan DAK yang dilakukan oleh 
Pemda. Setiap tahunnya yang dalam tulisan ini dimulai pada tahun 2011 
hingga 2013, DAK disalurkan dengan Juknis yang berbeda-beda tiap satu 
kali tahun anggarannya, hal ini berarti terdapat kebutuhan daerah yang 
ditutupi oleh DAK dan ada juga yang tidak ditutupi oleh DAK. Untuk 
mengetahui lebih jauh bagaimana aturan penggunaan DAK yang 
ditentukan melalui Juknis dapat dijelaskan dengan menguraikan arah 
kebijakan DAK tahun 2011-2013. 
 
1. Arah Kebijakan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan di Tahun 2011-2013 
Dalam DAK bidang pendidikan terdiri dari empat kategori antara 
lain, tingkat SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMLB dan SMK. Setiap tahun 
anggaran arah kebijakan DAK bidang pendidikan terkadang mengalami 
perubahan yakni sesuai dengan Juknis, hal ini dapat dilihat dari indikator 
teknis yang ditujukan DAK dan besaran atau persentase jumlah alokasi 
DAK untuk membiayai indikator teknis tersebut. Oleh karena itu, penulis 
akan menjelaskan bagaimana arah kebijakan DAK pendidikan mulai tahun 
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2011-2013 yang selanjutnya hal ini akan dikaitkan dengan kebutuhan Kota 
Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang.  
Pada kategori tingkat SD/SDLB di tahun 2011 berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa (SD/SDLB) yang mengatur bahwa: 
a. DAK digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana 
pendidikan dan sarana peningkatan mutu pendidikan.72 
b. Terkait pembangunan prasarana pendidikan meliputi:73  
1) Pembangunan RKB baru beserta perabotnya; 
2) Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya; 
3) Rehabilitasi RKB yang rusak berat; dan 
4) Rehabilitasi RKB yang rusak sedang. 
c. Terkait sarana peningkatan mutu pendidikan meliputi: 
1) Buku pengayaan; 
2) Buku referensi; 
3) Buku panduan pendidik; 
4) Alat peraga Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu 
Pengetahuan Sosial (IPS), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
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 Pasal 1  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 
2011 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB). 
     
73
 Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 
2011 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).  
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Kesehatan (Penjaskes), Bahasa dan Seni Budaya serta 
keterampilan; 
5) Mesin Tik; 
6) Wireless; 
7) Perangkat manajemen perpustakaan elektronik dan multimedia 
pembelajaran interaktif. 
d. Pembangunan prasarana pendidikan dan penyediaan sarana 
peningkatan mutu pendidikan dilakukan dalam rentang posisi 65% 
dan 35%.74  
Selanjutnya di tahun 2012, Juknis diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah 
Dasar Luar Biasa, mengatur juknis bahwa: 
a. DAK digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan 
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.75 
b. Rehabilitasi kelas adalah meliputi perbaikan ruang kelas yang rusak 
berat termasuk perabotnya.76 
                                                             
     
74
 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 
2011 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB). 
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 Pasal 1  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
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 Pasal 2  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa. 
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c. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan meliputi: 
1) Pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabornya; 
2) Peralatan pendidikan, antara lain: Matematika, IPA, IPS, 
Penjaskes, Bahasa dan Seni Budaya serta Keterampilan. 
d. Proporsi penggunaan dana yakni rehabilitasi ruang kelas sebesar 
80% dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%.77 
Memasuki tahun 2013 Juknis diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 
tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, mengatur bahwa: 
a. DAK digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 
dan pengadaan untuk peningkatan mutu pendidikan.
78
 
b. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan meliputi: 
1) Pembangunan ruang perpustakaan termasuk perabotnya; 
2) Peralatan pendidikan, antara lain: Matematika, IPA, IPS, 
Penjaskes, Bahasa dan Seni Budaya serta Keterampilan.79 
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 Pasal 1  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus 
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar 
Biasa. 
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 Pasal 1 Huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 2 Huruf a,b,c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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c. Proporsi penggunaan DAK untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 
dan pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu adalah 35% 
sampai 65%.80 
 
Selanjutnya kategori tingkat SMP/SMPLB, untuk di tahun 2011 
diatur dalam Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah 
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB), 
mengatur bahwa: 
a. DAK digunakan untuk peningkatan prasarana pendidikan yang 
meliputi:81 
1) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya; 
2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; 
3) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat dan sedang; 
4) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya. 
b. DAK digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan yang meliputi:82 
1) Alat Laboratorium IPA dan Bahasa; 
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 Pasal 2 Huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus 
Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 2 Huruf a Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 
2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMP/SMPLB).  
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 Pasal 2 huruf b Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 




2) Peralatan Matematika, IPS, Kesenian dan Penjaskes; 
3) Buku perpustakaan; dan 
4) Sarana TIK pendidikan dan multimedia pembelajaran interaktif. 
c. Proporsi penggunaan 65% peningkatan prasarana pendidikan dan 
35% peningkatan mutu pendidikan.83 
Selanjutnya di tahun 2012, Juknis diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, mengatur juknis bahwa: 
a. DAK digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan 
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
84
 
b. Rehabilitasi kelas adalah meliputi perbaikan ruang kelas yang rusak 
berat termasuk perabotnya.85 
c. Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan meliputi:86 
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 Pasal 3 Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 
untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa 
(SMP/SMPLB).  
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 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa.  
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 Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus 
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.  
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 Pasal 2 huruf b  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus 
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.  
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1) Peralatan laboratorium IPA dan Bahasa. 
2) Peralatan IPS. 
d. Proporsi penggunaan dana yakni rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% 
dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%.87 
Memasuki tahun 2013 Juknis diatur dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 
tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 yang mengalami perubahan 
melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 
tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, yang mengatur bahwa: 
a. DAK membiayai penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran 
sesuai kurikulum 2013 dan peningkatan prasarana dan pengadaan 
sarana peningkatan mutu pendidikan (sebelum perubahan).88 DAK 
membiayai peningkatan prasarana dan pengadaan sarana 
peningkatan mutu pendidikan (setelah perubahan).89 
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 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi  Khusus Bidang 
Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa.  
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 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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b. Peningkatan prasarana pendidikan meliputi:90 
1) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah 
sedang termasuk perabotannya; 
2) Pembangunan ruang kelas baru termasuk perabotannya; 
3) Pembangunan ruang/gedung perpustakaan termasuk 
perabotannya; dan  
4) Pembangunan ruang belajar lain termasuk perabotannya. 
c. Pengadaan sarana  peningkatan mutu pendidikan meliputi:91 
1) Peralatan IPS, Matematika dan Penjaskes; 
2) Peralatan laboratorium IPA dan Bahasa. 
d. DAK sebelum perubahan memprioritaskan proporsi penggunaan ke 
penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesui kurikulum  2013 
untuk kelas VII, akan tetapi hal ini dihapus dalam perubahan dan 
hanya memfokuskan proporsi penggunaan DAK adalah 35% sampai 
65% hanya untuk membiayai peningkatan prasarana dan pengadaan 
sarana peningkatan mutu pendidikan.92 
 
                                                                                                                                                                       
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
     
90
 Pasal 2 Huruf a  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
79 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013. 
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Selanjutnya pada tingkat SMA/SMK/SMLB, Juknis diatur dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. Juknis ini 
mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 
2013. Juknis ini mengatur bahwa: 
a. DAK digunakan untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana 
pendidikan dengan urutan prioritas:93 
1) Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran; 
2) Rehabilitasi ruang belajar rusak berat; 
3) Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu pendidikan. 
Setelah perubahan, poin (1) dihilangkan dan yang menjadi prioritas utama 
adalah rehabilitasi ruang kelas rusak berat beserta perabotnya. 
b. Pengadaan sarana dan prasarana yang dimaksud, meliputi:94 
1) Pembangunan Laboratorium; 
2) Pembangunan Perpustakaan; 
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 Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. 
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 Pasal 2 Huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2013. 
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3) Pengadaan Alat Laboratorium; 
4) Pengadaan Buku Referensi. 
c. Proporsi penggunaan DAK untuk rehabilitasi ruang belajar rusak berat 
adalah 20% sampai dengan 50% dan sisianya digunakan untuk 
membiayai pengadaan sarana dan prasarana peningkatan mutu 
pendidikan.95 
Selain ketentuan terkait indikator teknis dan jumlah proporsi 
penggunaan DAK bidang pendidikan, di dalam Juknis juga diatur alokasi 
biaya untuk masing-masing kegiatan/komponen baik itu pembangunan 
prasarana pendidikan atau peningkatan sarana untuk perbaikan mutu 
pendidikan. Harga yang ditentukan merupakan satuan dengan Indeks 
Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar indeks 1. Dalam hal ini batasan atau 
patokan harga yang telah ditetapkan melalui Juknis tidak dapat melebihi 
dari harga yang ditentukan jika harga melebihi maka, pemda dapat 
menambahkannya melalui APBD.  
 
2. Relevansi Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang 
Pendidikan Terhadap Kebutuhan Daerah 
Terkait relevansi Juknis DAK bidang pendidikan terhadap 
kebutuhan daerah, tentu setiap daerah memiliki anggapannya masing-
masing dan diantara 500 lebih daerah penerima DAK bukan hal yang tidak 
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 Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 




mungkin terdapat daerah yang tidak setuju dan merasa apa yang diatur di 
Juknis tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya, hal ini 
terjadi karena Juknis berlaku secara nasional dan merata untuk semua 
daerah penerima DAK. ketika hal ini terjadi, maka salah satu tujuan DAK 
yang tidak terwujud untuk daerah tersebut adalah tidak terwujudnya 
prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan DAK di daerah 
tersebut. Sehingga, hal ini akan berimbas terhadap tujuan pemerintah 
pusat yang ingin menyamaratakan pendidikan di NRI yang merupakan 
prioritas nasional negara.  
 
Berdasarkan hasil penelitian primer yang dilakukan oleh penulis, 
permasalahan tersebut terjadi kepada dua daerah yang menjadi fokus 
lokasi penelitian yakni Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang. Dua 
daerah ini memiliki perbedaan yang cukup menonjol, dimana jika ditinjau 
dari indeks fiskal Kota Pare-Pare memiliki angka yang lebih tinggi dengan 
PAD berkisar 60-70 Milyar pertahun dan Kabupaten Pinrang berkisar 20-
30 Milyar pertahun. Akan tetapi, memiliki IF yang tinggi bukan berarti 
daerah tersebut tidak mendapatkan alokasi DAK, dengan menggunakan 
salah satu dari tiga kriteria yakni, umum, khusus dan teknis maka daerah 
yang memiliki IF yang tinggi kemungkinan besar akan mendapatkan 
alokasi DAK.  
 
Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang merupakan dua daerah 
yang menerima DAK bidang pendidikan, dan setiap tahunnya berdasarkan 
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hasil wawancara penulis di Bappeda di dua daerah tersebut bahwa 
ternyata DAK secara umum setiap tahunnya memiliki kelemahan dan 
kekurangan di setiap komponennya, komponen yang dimaksudkan di sini 
adalah Juknis yang menurut daerah Juknis adalah “Sumber Kekuatan 
DAK”. Menurut Bapak Hasyim Padu selaku Anggota DPRD Kabupaten 
Pinrang, masalah yang timbul akibat Juknis disebabkan dimana dalam 
perencanaan dan penetapannya Juknis bernuansa sentralistik dan 
akibatnya muncul berbagai persoalan yang beragam hal ini sesuai dengan 
bidangnya masing-masing.  
 
Terfokus terhadap bidang pendidikan, DAK yang dialokasikan oleh 
Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang juga memiliki permasalahan yang 
beragam dan kondisi tiap tahun di kedua daerah ini sangat berbeda, 
apabila penggunaan DAK mengacu pada Juknisnya. Untuk lebih 
memperjelas permasalahan apa yang dihadapi oleh dua daerah ini, maka 
penulis akan menjelaskannya dengan menguraikan beberapa fakta 
kebutuhan daerah yang sesuai dengan Tabel 4.8 dan arah kebijakan DAK 
bidang pendidikan yang telah dijelaskan pada anak sub bab sebelumnya.  
 
Pertama, untuk jenjang SD/SDLB seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa besaran jumlah sekolah di dua daerah ini sangat 
berbeda yakni untuk Kota Pare-Pare sebanyak 91 sekolah dan Kabupaten 
Pinrang sebanyak 323 sekolah perbandingannya adalah 1:3. Akan tetapi, 
penulis menemukan fakta bahwa dengan menganalis alokasi DAK tiap 
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tahunnya yang hingga yang alokasi tiga tahun terkahir ini yakni 2011-
2013, ternyata Kota Pare-Pare mendapatkan alokasi jauh lebih besar jika 
dibandingkan dengan Kabupaten Pinrang, padahal jumlah sekolah di 
Kabupaten Pinrang jauh lebih banyak dan apabila mengacu pada Tabel 
4.8  sangat jelas terlihat bahwa jumlah sekolah yang berkebutuhan 
komponen yang membutuhkan biaya besar seperti Pembangunan RKB 
adalah Kabupaten Pinrang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang 
dasar pemerintah pusat dalam menentukan besaran alokasi DAK, apakah 
sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Terkait hal ini Pemda juga 
tidak tahu secara rinci mengenai kebijakan seperti apa yang diterapkan 
oleh pemerintah pusat terkait penentuan besaran alokasi DAK.  
 
Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara 
dengan Bapak Muhammad Bahri selaku Kasi Pendidikan Dasar 
Kabupaten Pinrang, untuk jenjang SD/SDLB di Kota Pinrang secara 
keseluruhan sekolah sangat membutuhkan berbagai jenis komponen yang 
ditentukan oleh Juknis DAK bidang pendidikan dasar baik itu, 
pembangunan prasarana pendidikan maupun peningkatan mutu sarana 
pendidikan. Akan tetapi di tahun 2013 Juknis hanya membolehkan Pemda 
melakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak sedang sedangkan 
harapan dari Pemda sendiri seharusnya pemerintah merampungkan dulu 
sekolah yang membutuhkan RKB dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak 
berat, Karena di Kabupaten Pinrang hingga di tahun 2013 untuk dua 
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komponen tersebut masih terdapat 70-90 sekolah yang membutuhkan 
bantuan DAK tersebut. 
 
Akan tetapi, secara keseluruhan hingga untuk tiga tahun terakhir ini 
2011-2013 apa yang ditentukan oleh Juknis perihal penggunaan DAK 
bidang pendidikan cukup sesuai dengan kebutuhan daerah namun, belum 
mencukupi untuk menyejahterahkan sekolah di Kabupaten Pinrang. 
Karena besaran alokasi DAK setiap tahunnya berubah dan masih 
terbilang relatif kecil nominalnya. Seharusnya pemerintah juga fokus 
terhadap peningkatan mutu sarana seperti alat peraga, buku dan 
perpustakaan. Idealnya besaran alokasi dapat diseimbangkan antara 
pembangunan prasarana dan peningkatan mutu sarana, karena setiap 
tahunnya persentase anggaran untuk peningkatan mutu sarana lebih kecil 
dan hingga di tahun 2013 belum ada kemajuan yang sinifikan dari 
komponen tersebut. 
 
Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 
Tabel 4.8 Dari tahun 2011 hingga 2013 jumlah sekolah yang 
membutuhkan peningkatan mutu sarana kondisi perubahannya tidak 
terlalu signifikan. Contohnya saja untuk komponen buku referensi dan alat 
peraga yang jumlahnya stagnan di angka 300 saja dan perubahan ini tidak 
lebih dari 5% kemajuannya untuk tiap tahunnya. Kemudian, lebih lanjut 
dikemukakan oleh Bapak Muhammad Bahri, bahwa selain komponen 
tersebut kami dari Pemda juga berharap bahwa pemerintah lebih 
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memperhatikan bangunan yang dikhususkan untuk ruang guru karena di 
Kabupaten Pinrang hingga saat ini masih kekurangan bangunan tersebut 
dan angkanya masih sangat besar. 
 
Di jenjang SD/SDLB ini terjadi perbedaan antara Kabupaten 
Pinrang dan Kota Pare-Pare dari segi kebutuhan daerah dan apa yang 
telah dimuat dalam Juknis DAK bidang pendidikan dasar. Di Kota Pare-
Pare untuk jenjang SD/SDLB mengalami peningkatan yang signifikan dan 
hampir seluruh sekolah membaik. Akan tetapi, kemajuan ini hanya 
diperoleh dalam salah satu komponen yang diatur dalam Juknis saja yakni 
pembangunan prasarana pendidikan. Berdasarkan Tabel 4.8 Jumlah 
sekolah SD/SDLB yang terdapat di Kota Pare-Pare sebanyak 91 sekolah 
dengan melihat komponen yang pertama hingga ketiga yakni, 
pembangunan RKB, rehabilitasi RK rusak berat dan sedang hingga di 
tahun 2013 untuk yang belum tersentuh DAK hanya tersisa 16 sekolah 
saja. Hal ini terjadi karena di tahun 2012, Kota Pare-Pare mendapatkan 
lonjakan alokasi DAK bidang pendidikan dasar seperti yang terlihat di 
Diagram 4.2 sebanyak Rp. 22.666.000.000,- dan sesuai dengan Surat 
Keputusan Walikota Pare-Pare Nomor 330 Tahun 2012 yang ditetapkan 
pada 9 Juli 2012, didalamnya terdapat 91 SD/SDLB yang menerima DAK 
dengan rincian sebanyak 35 sekolah yang mendapat bantuan Rehabilitasi, 
RKB, peningkatan mutu dan sisanya hanya mendapatkan bantuan 




Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Damra selaku 
Kasi Bidang Pendidikan Dasar Kota Pare-Pare dijelaskan bahwa 
berdasarkan hasil survey dan pemetaan yang dilakukan oleh tim 
pemantau, rata-rata untuk jenjang SD/SDLB sudah membaik dari segi 
pembangunan prasarana pendidikannya dan Pemda berharap untuk di 
tahun 2013 proporsi DAK lebih besar di peningkatan mutu sarana. Akan 
tetapi, harapan Pemda Kota Pare-Pare tidak sesuai dengan apa yang 
terjadi di tahun 2013. Berdasarkan arah kebijakan Juknis DAK bidang 
pendidikan dasar mengatur bahwa DAK digunakan untuk merehabilitasi 
ruangan kelas rusak sedang dan peningkatan mutu sarana dengan 
proporsi anggaran 65%:35% dan di tahun 2013 Kota Pare-Pare 
mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp. 4.411.370.000.  
 
Dalam Tabel 4.8 memang terlihat bahwa untuk kebutuhan di tahun 
2013, Kota Pare-Pare membutuhkan rehabilitas RK rusak sedang 
sebanyak 16 sekolah. Akan tetapi di komponen yang lain, yakni 
peningkatan mutu masih jauh lebih banyak dimana semua sekolah masih 
membutuhkan komponen tersebut. Berdasarkan fakta tersebut maka, jelas 
terlihat bahwa tidak semua kondisi dapat di tampung oleh Juknis atau 
dengan kata lain bahwa kemungkinan tidak relevannya Juknis dan 
kebutuhan daerah dapat saja terjadi.  
 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Kaharuddin Kadir selaku 
Anggota DPRD Mantan Ketua Komisi II Kota Pare-Pare bahwa persoalan 
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terkait prioritas nasional tentu harus sejalan dengan kebutuhan daerah, di 
Kota Pare-Pare ini untuk jenjang SD/SDLB dari Pemda sendiri berpikir 
bagaimana agar bantuan lebih ditujukan kepada kesejahteraan siswa dan 
guru. Karena kondisi SD/SDLB di Kota Pare-Pare sudah sangat baik dan 
persoalan sekarang bagaimana agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
siswa dan guru. Kondisi saat ini walaupun gedung SD/SDLB sudah bagus 
dan baik akan tetapi tetap dirombak dan direhabilitasi dengan dalih harus 
mengikuti standar nasional. Seharusnya jika bebicara soal prioritas maka 
lebih baik kita memperhatikan kondisi yang betul-betul membutuhkan 
daripada terjadi pemborosan anggaran yakni yang sudah baik masih 
mendapatkan perbaikan.  
 
 Terdapat dua inti permasalahan yang terkait Juknis DAK bidang 
pendidikan dasar yang terjadi di dua daerah ini, dimana Kabupaten 
Pinrang mengeluhkan Juknis DAK bidang pendidikan dasar di tahun 2013 
yang menetapkan penggunaan lebih besar digunakan untuk merehabilitasi 
RK rusak sedang, padahal daerah ini masih membutuhkan pembangunan 
RKB dan rehabilitasi RK rusak berat. Sedangkan di Kota Pare-Pare, juga 
mengeluhkan Juknis DAK bidang pendidikan dasar di tahun 2013 yang 
mana Kota Pare-Pare cenderung membutuhkan alokasi yang lebih besar 





Kedua, untuk jenjang SMA dan SMK. Untuk jenjang ini pemerintah 
pusat membuat kebijakan baru terkait penambahan jenjang yang dibiayai 
DAK untuk daerah. Untuk di tahun 2013 pendidikan menengah dan 
kejuruan sudah termasuk dalam jenjang yang dibaiayai oleh DAK. 
berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis di Dinas Pendidikan Kota 
Pare-Pare jumlah SMA daerah ini sebanyak 9 sekolah dan SMK sebanyak 
13. Untuk kabupaten Pinrang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga bahwa daerah ini memiliki 16 SMA dan 20 SMK.  
 
Berdasarakan Diagram 4.2 di tahun 2013 Kota Pare-Pare untuk 
jenjang SMA mendapatkan DAK sebesar Rp. 1.384.740.000,- dan SMK 
sebesar Rp. 8.864.000.000,-. Sedangkan untuk Kabupaten Pinrang, 
jenjang SMA sebesar Rp. 1.990.700.000,- dan SMK sebesar Rp. 
4.279.000.000,-. Permasalahan awal yang terjadi dalam jenjang ini 
menurut Bapak Marsyhan selaku Kasi Bidang Pendidikan Menengah dan 
Kejuruan Kota Pare-Pare dan Bapak Sarmiko selaku Kasi Bidang 
Pendidikan Menengah dan  Kejuruan Kabupaten Pinrang adalah 
terlambatnya penetepan Juknis dan Juknis juga mengalami perubahan, 
untuk Juknis pertama yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk 
Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan pada bulan Maret 2013 sedangkan 
untuk perubahannya yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan 
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan 
Menengah untuk Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan pada bulan Juni 
2013.  
 
Padahal dalam ketentuan penyaluran untuk tahap I dilakukan di 
Bulan Februari 2013 karena Juknis belum turun maka Pemda tidak dapat 
berbuat apa-apa dan hanya dapat menunggu Juknis segera turun. Lebih 
lanjut dijelaskan oleh Bapak Sarmiko bahwa Juknis mengalami perubahan 
terkait penggandaan dan pengadaan buku paket untuk siswa kelas X 
untuk kurikulum 2013 yang baru. Pada Juknis yang baru aturan tersebut 
dihilangkan dengan alasan pemerintah pusat belum menyiapkan buku 
dengan kurikulum yang baru.  
 
Perihal terlambatnya penetapan Juknis lebih lanjut dijelaskan oleh 
Bapak Sarmiko bahwa alasan pemerintah terlambat menentukan Juknis 
karena untuk jenjang ini memiliki dua kategori yang berbeda yakni SMA 
dan SMK yang mana terdapat proses perhitungan yang alot dan 
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Terdapat komentar lain yang 
dijelaskan oleh Bapak Sarmiko bahwa Juknis khusus bidang Pendidikan 
Menengah dan Kejuruan terlambat keluar karena dua kategori ini hanya 
dikerjakan oleh satu Dirjen saja yakni Dirjen Pendidikan Menengah 




 Menurut Bapak Marsyhan apabila Juknis terlambat ditetapkan 
maka waktu untuk mengerjakan proyek juga akan ikut mundur, belum lagi 
waktu yang dibutuhkan Pemda untuk merencanakan kembali Pagu definitif 
Dalam APBD-P hingga pada proses penyalurannya yang memerlukan 
dokumen-dokumen. Hal inilah yang menyebabkan biasanya terjadi 
penyerapan DAK yang tidak secara menyeluruh baik itu dalam fisik 
maupun keuangan. Akan tetapi, dari pemerintah pusat sendiri untuk tahun 
ini memberikan toleransi kepada daerah yang hingga triwulan III belum 
mampu menyerap DAK 90% diberikan waktu hingga triwulan IV yang 
berakhir bulan Januari nanti.  
 
 Selain permasalahan terlambatnya ditetapkan Juknis, ternyata DAK 
bidang pendidikan menengah dan kejuruan ini tidak terlepas dari 
kesesuaian dengan kebutuhan daerah, meski anggarannya baru 
ditetapkan di tahun 2013, di Kota Pare-Pare dan Kabupaten Pinrang 
ternyata memiliki permasalahan yang sama dialami oleh DAK bidang 
pendidikan dasar. Permasalahan tersebut terkait Juknis perubahan di 
tahun 2013 yang menetapkan bahwa DAK digunakan untuk pembangunan 
prasarana pendidikan berupa rehabilitasi RK rusak berat, pembangunan 
laboratorium, pembangunan perpustakaan dan peningkatan mutu sarana 
berupa pengadaan alat-alat laboratorium, buku referensi.  
 
 Untuk di kedua daerah sampel penelitian, untuk jenjang SMA 
umumnya ketentuan yang diatur Juknis sudah sesuai dengan kebutuhan 
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sekolah. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan di dua daerah ini adalah 
untuk jenjang SMK dimana tahun 2013 tidak sama sekali menyebutkan 
penggunaan untuk pembangunan RKB, karena rata-rata SMK yang 
terdapat di dua daerah ini merupakan SMK baru dan tidak terlalu 
membutuhkan rehabilitasi sekolah apalagi dengan kategori rusak berat. 
Walaupun jumlah alokasi DAK untuk jenjang SMK lebih besar dari SMA 
yang disebabkan dari perbedaan kebutuhan alat-alat laboratorium, 
ternyata di tahap implementasinya lebih memprioritaskan pada kegiatan 
rehabilitasi ruang kelas. Ini berakibat tidak terpenuhinya tujuan tersebut 
yakni untuk meningkatkan kualitas alat-alat laboratorium.  
 
 Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tingkat kebutuhan 
sekolah jenjang SMA dan SMK yang terdapat di Kota Pare-Pare dan 
Kabupaten Pinrang, maka penulis mengambil beberapa sampel sekolah 
yakni, SMAN 2 Kota Pare-Pare, SMK Amsir 1 Kota Pare-Pare, SMAN 1 
Pinrang dan SMKN 3 Pinrang. Empat sekolah ini ternyata memiliki 
kebutuhan yang beragam dengan skala prioritas yang beragam pula, hal 
ini ditunjukkan dengan melihat kondisi sekolah yang berbeda-beda. Untuk 
SMAN 2 Kota Pare-Pare, berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh 
Kepala Sekolah Bapak Tajrin sekolah ini termasuk sekolah tua di Kota 
Pare-Pare, dimana tahun didirikannya sejak 1978 dan sekolah untuk saat 
ini membutuhkan pengadaan sarana pembelajaran seperti, meubelair 
yang mana hampir 50% meubelair disekolah ini sudah tidak kondusif 
karena umur dari meubelair yang sudah tua kemudian juga dibutuhkan 
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pembangunan laboratorium fisika dan bahasa, alat laboratorium untuk 
semua mata pelajaran yang terkait, buku dan beberapa bangunan lainnya 
seperti ruang guru dan osis.  
 
 Akan tetapi, melihat daftar sekolah penerima komponen dan jumlah 
DAK bidang pendidikan menengah Kota Pare-Pare tahun anggaran 2013 
yang ditetapkan melalui Surat Keterangan Walikota Pare-Pare Nomor 456 
Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013. Untuk SMAN 2 Pare-Pare bantuan DAK  
lebih banyak membiayai rehabilitasi kelas dengan kualifikasi rusak berat, 
dan beberapa pembiayaan di kegiatan peningkatan mutu sarana. 
 
 Sedangkan di Kabupaten Pinrang dengan sampel SMAN 1 Pinrang, 
berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kepala Sekolah Mahmud 
Bandu yang menyatakan bahwa untuk tahun 2013 sekolah ini 
mendapatkan bantuan rehabilitasi 3 kelas dengan jumlah kebutuhan 12 
kelas, selain itu juga sekolah mendapatkan bantuan buku dan alat 
laboratorium, akan tetapi yang sebenarnya diprioritaskan oleh pihak 
sekolah sendiri adalah pembangunan RKB sebanyak 2 unit karena di 
beberapa kelas terjadi penumpukan siswa yang menyebabkan kelas 
menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan 2 unit RKB untuk 
mengatasi hal tersebut. Selain itu sekolah juga sangat membutuhkan 
ruangan guru karena hampir lima tahun terakhir ini kondisi ruangan guru 
sudah tidak nyaman karena ruangan itu bekas ruang kelas lama yang 
belum pernah direnovasi dan masih terdapat satu kekurangan lagi di 
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sekolah ini yakni mengenai sanitasi/wc yang sudah bertahun-tahun tidak 
mendapatkan perbaikan.  Adapun harapan dari kepala sekolah sebaiknya 
dana hibah atau DAK ini digunakan sesuai dengan skala prioritas sekolah, 
memang peruntukka DAK seudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, 
akan tetapi belum memenuhi prioritas sekolah. 
 
 Hasil penelitian selanjutnya yakni di SMK Amsir 1 Kota Pare-Pare. 
Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Muhammad Nur, 
sekolah ini masih kekurangan gedung laboratorium dan tidak memiliki 
perpustakaan akan tetapi DAK tahun 2013 lebih memprioritaskan untuk 
peruntukan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan untuk 
disekolah ini karena masih dikategorikan sekolah baru maka sebenarnya 
sekolah ini tidak membutuhkan rehabilitasi ruang kelas dan karena 
sekolah ini termasuk sekolah swasta, maka bantuan DAK juga tidak terlalu 
banyak.  Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Bapak Marsyhan 
bahwa untuk bantuan DAK sendiri lebih memprioritaskan sekolah negeri 
daripada sekolah swasta dan untuk SMK Amsir 1 sekolah ini termasuk 
sekolah swasta.  
 
Melihat daftar sekolah penerima komponen dan jumlah DAK bidang 
pendidikan menengah Kota Pare-Pare tahun anggaran 2013 yang 
ditetapkan melalui Surat Keterangan Walikota Pare-Pare Nomor 456 
Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013. Untuk SMK Amsir 1 Kota Pare-Pare 
hanya mendapat bantuan di kegiatan rehabilitasi ruang kelas, alat 
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laboratorium dan buku. Pihak sekolah berharap jika DAK 2014 nanti dapat 
memenuhi kebutuhan sekolah dengan apa yang di prioritaskan sekolah.  
 
 Untuk di Kabupaten Pinrang yakni di SMKN 3 Pinrang, berdasarkan 
hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Abdul Azis untuk sekolah 
ini mendapatkan bantuan rehabilitasi sebanyak 12 kelas, alat laboratorium 
dan buku. Akan tetapi, untuk alat laboratorium yang dipenuhi belum cukup 
untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan di sekolah ini, salah satunya 
untuk alat laboratorium automotif. Kemudian selain itu, sebenarnya kami 
sudah menyampaikan kebutuhan prioritas kami kepada Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang bahwa sekolah ini sangat 
membutuhkan gedung laboratorium seperti fisika dan kimia. Akan tetapi, 
untuk tahun 2013 hal itu belum terlaksana karena DAK hanya 
diperuntukkan untuk biaya rehabilitasi ruang kelas saja. Padahal untuk 
meningkatkan kualitas SMK itu dapat dilihat dengan terpenuhinya ruang 
belajar keterampilan karena SMK lebih mengutamakan keterampilan.  
 
 Berdasarkan empat fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
Juknis yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah 
yang disebabkan perbedaan kebutuhan dari kondisi, umur dan kerusakan 
yang berbeda pula. Selain permasalahan tidak sesuainya jenis kegiatan 
yang dibiayai DAK, permasalahan lainnya seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Sarmiko adalah di dalam Juknis terdapat aturan yang menyatakan 
bahwa untuk merehabilitasi ruang kelas yang rusak berat biaya maksimum 
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yang digunakan sebesar Rp. 85.000.000,- (SMA) Rp. 75.000.000,- (SMK) 
hal diatur dalam lampiran I Juknis DAK bidang pendidikan menengah. 
Faktanya dilapangan ternyata jumlah tersebut lebih murah jika 
dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi 1 unit 
ruang kelas sekolah yang rusak berat dengan biaya yang mencapai Rp. 
95.000.000,-. Tentu ini menjadi persoalan bagi daerah Kabupaten Pinrang 
khususnya karena ketika hal tersebut terjadi maka untuk membantu biaya 
tersebut penambahannya dialihkan ke beban APBD. Seharusnya 
pemerintah pusat tidak menentukan biaya dengan angka yang standar 
karena tidak semua daerah memiliki kebutuhan dangan harga pasar yang 
sama.  
 
Terkait fakta tentang permasalahan Juknis yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka terdapat beberapa inti atau bagian Juknis yang 
dikeluhkan oleh Pemda, rangkuman ini merupakan hasil wawancara 
dengan Bapak Marsyhan, Bapak Sarmiko, Bapak Mustafa Mappangara 
selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pare-Pare, Bapak Damra dan 
Bapak Muhammad Bahri, antara lain: 
a. Juknis dalam tahap perencanaannya bersifat sentralistik, peran 
Pemda relatif kecil padahal Pemda yang akan menjalankan dan 
mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan Juknis tersebut. 
b. Juknis terlalu mengikat dan tidak memberikan kebebasan kepada 
Pemda untuk menentukan penggunaan DAK agar lebih sesuai 
dengan kebutuhan daerah. 
142 
 
c. Juknis selalu berubah tiap tahunnya sehingga pembangunan yang 
belum rampung secara keseluruhan menjadi ditangguhkan dan 
menunggu anggaran DAK tahun berikutnya yang sesuai dengan 
peruntukan. 
d. Juknis sering terlambat ditetapkan yang mengakibatkan seluruh 
proses penggunaan DAK kedepannya mengalami percepatan yang 
terkadang mengakibatkan rendahnya penyerapan DAK. 
e. IKK yang ditentukan oleh Juknis sering berbeda dengan kebutuhan 
daerah, hal ini terjadi karena pemerintah pusat menggunakan IKK 
dengan angka standar tanpa memperhatikan daerah yang 
kemungkinan IKK lebih besar dari angka standar tersebut, 
akibatnya Pemda harus menggunakan beban APBD untuk 
menambahkan biaya. 
 
Juknis merupakan kekuatan dari penggunaan DAK khususnya 
bidang pendidikan. Akan tetapi apabila Juknis terkadang tidak sesuai 
dengan kebutuhan daerah, maka secara yuridis terdapat beberapa hal 
yang tidak diwujudkan dalam penggunaan DAK. apabila kita mengacu 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, dalam 
regulasi tersebut terdapat cakupan asas penyelenggaraan DAK. kaitannya 
dengan ketidaksesuaian Juknis dengan kebutuhan daerah tentu akan 
menimbulkan pertanyaan, apakah asas efisiensi, efektif dan kepatutan 
telah diwujudkan. Efisien yang berarti pelaksanaan DAK bidang 
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pendidikan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang 
terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, 
melihat fakta sebelumnya maka capaian sasaran yang sebagaimana 
diinginkan oleh Pemda tentu belum terwujud secara keseluruhan. Efektif  
yang berarti pencapaian hasil yang sesuai dengan target atau tujuan yang 
sebagaimana mestinya, dimana ukurannya adalah seberapa jauh sasaran 
tercapai baik itu kualitas, kuantitas dan waktu. Serta kepatutan yang 
berarti kepantasan atau kelayakan apakah yang dibutuhkan daerah dan 
apa yang menjadi prioritas nasional sudah sepadan dan harmonis. Ketiga 
asas tersebut seharusnya menjadi pedoman pemerintah pusat dalam 
menentukan arah kebijakan Juknis DAK bidang pendidikan, agar tercipta 


















1. Pengaturan tentang Juknis dari pemerintah pusat terkait 
pengelolaan DAK di daerah dilakukan dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 tentang 
Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. 
Regulasi ini hanya melibatkan pemerintah pusat tanpa adanya 
peran Pemda dalam menetapkan Juknis kecuali dalam hal 
perencanaan Pemda diundang oleh pemerintah pusat untuk 
menyampaikan RKPD untuk dipertimbangkan nantinya dalam 
menetapkan Juknis, hal ini mengakibatkan adanya pandangan 
Pemda perihal penetapan petunjuk teknis yang bersifat sentralistik. 
Hasil dari penetapan Juknis yang dilakukan oleh tiap kementerian 
teknis terkhusus bidang pendidikan umumnya memuat dua 
indikator kegiatan yakni, pembangunan prasarana pendidikan dan 
pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan. 
2. Relevansi Juknis penggunaan DAK bidang pendidikan terhadap 
kebutuhan daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih 
memiliki beberapa aspek kelemahan yakni, Juknis bersifat terlalu 
mengikat tanpa adanya peluang Pemda untuk merencanakan 
kebutuhannya sendiri, proporsi penggunaan anggaran yang relatif 
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lebih besar di kegiatan pembangunan prasarana pendidikan dan 
IKK yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah karena 
pemerintah menetapkan IKK dengan angka standar. hasilnya 
Juknis DAK bidang pendidikan untuk jenjang pendidikan SD/SDLB, 
SMA dan SMK ternyata tidak relevan dengan kebutuhan daerah di 
Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare. Hal ini terjadi pada Juknis 
DAK bidang pendidikan untuk tahun anggaran 2013.  
 
B. Saran 
Agar kedepannya Juknis yang mengatur penggunaan DAK di 
daerah, relevan dengan kebutuhan daerah dan dapat dilaksanakan 
dengan waktu yang sesuai setiap periodenya. Penulis menggagas 
beberapa rekomendasi, yakni: 
1. Sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini kementerian teknis 
atau yang membidangi pendidikan adalah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan harus lebih awal dan lebih cepat 
dalam menetapkan Juknis. 
2. Sebaiknya pemerintah pusat memberikan klausul yang berada 
dalam Juknis yang menerangkan bahwa Pemda dapat 
menggunakan DAK sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 
daerah, agar penggunaan DAK dapat menjamin terwujudnya 
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